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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan
karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rancangan Awal
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2023 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Sekretariat Daerah sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya
menghadapi permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun
eksternal. Semakin besar kewenangan Sekretariat Daerah tersebut, semakin
beragam pula kondisi lingkungan yang perlu dicermati secara seksama
untuk mengeliminir kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk
itulah maka diperlukan suatu pola manajemen yang baik, meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari siklus ini bahwa
perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan
Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuannya.

Akhir kata, diharapkan semoga Rancangan Awal Rencana Kerja
(Renja) ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam pelaksanaan
anggaran di Sekretariat Daerah agar lebih efisien, efektif, partisipatif, dan

akuntabel.

Paringin, 16 Mei 2022

Plh. Sekretaris Daerah,

Drs. H. Sutikno, AP., M.AP
Pembina Utama Muda (I1V/d)
NIP. 19760417 199412 1 001
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1.1

1.2

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
Daerah Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan kerja
untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran
keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023
memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-
2026 Pemerintah Kabupaten Balangan.

Semua Dokumen Perencanaan memiliki keterkaitan yang erat
satu sama lainnya. SKPD menyusun Rencana Stratregis (Renstra-SKPD)
yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra-SKPD
dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD
dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu
tahun mengacu kepada Renja pemerintah. Renja SKPD merupakan
penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi
pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan  tahun-tahun
sebelumnya. RKPD disusun untuk menjamin Kketerkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan.
Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum (RKUA) APBD didasarkan
pada RKPD yang telah disusun sebelumya, yang kemudian RKUA inilah

yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi
penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



10.

11.

12.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan
di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan



1.3

Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 44);

21.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

22.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daewrah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 44);

24.Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun
2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan singkronisasi
pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dengan
pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga
mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan
misi pemerintah Kabupaten Balangan.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan
Rancangan Awal Renja Tahun 2023 ini diantaranya adalah:
1. Terwujudnya integrasi, singkronisasi dan sinergitas kegiatan antar
Bagian, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,
penganggaran, serta evaluasi kegiatan;

3. Tercapaianya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisien.



1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten

Balangan tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja 2023 tidak terlepas dari evaluasi
terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2021.
Evaluasi Renja 2021 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator
kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target Kkinerja,
anggaran Renja Sekretaris Daerah, realisasi anggaran pada tahun
anggaran 2021 disampaikan pada tabel 2.1

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang
Realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang
direncanakan dan sebanyak 4 (empat puluh satu) kegiatan telah
memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan namun
terdapat 5 (lima) kegiatan diantaranya realisasi capaian melebihi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kkerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis
(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Sekretariat Daerah
pada periode 2021-2026 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 disajikan pada tabel 2.1.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

(IKM)

Target Kinerja Realisasi Tingkat Capaian Realisasi ' 3
TEe: RESIE dan Anggaran | Capaian Kinerja Kinerja Dan Kinerja dan ngkat _Capalan
g Indikator Kinerja Program D [PELE Renja PD dan Anggaran Realisasi Anggaran K_lne_rja PLll Unit Kerja SKPD
No. Program/Kegiatan A Tahun 2026 ; . Realisasi Anggaran .
(outcome)/ Kegiatan (output) : " Tahun Renja SKPD Anggaran Renja Renstra Penanggungjawab
(Akhir Periode berial e SKPD pad SKPD s/d Renstra SKPD s/d
Renstra PD) ernaan yang dievaiuasi pada S tahun 2021 (%)
(2021) (tahun 2021) tahun (2021) (%) | tahun 2021
12= _ — —
5 7 8+9+10+11 13=12/7x100% | 14=12+6 15 = 14/5x100% 22
1 3 4
K K K K K K
NILAI SAKIP BB =78.2 B =68.4 B = 66.04 96,55 B =66.04 84,45
Indeks Pelayanan Publik 4,91 (A) 3,01 (-B) n/a n/a n/a n/a
Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat 85,00 82,55 n/a n/a n/a n/a
(IKM)
Nilai EKPPD 3,6000 3,5750 3,5620 99,64 3,5620 98,94
NILAI SAKIP BB =78.2 B =68.4 B = 66.04 96,55 B = 66.04 84,45
Indeks Pelayanan Publik 4,91 (A) 3,01 (-B) n/a n/a n/a n/a Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat 85.00 82.55 n/a n/a n/a n/a




Nilai EKPPD 3,6000 3,5750 3,5620 99,64 3,5620 98,94
Persentase kebijakan di bidang
Pengadministrasi Umum yang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN diimplementasikan/diterapkan 1o = = HOIE 00 e e
oleh SKPD (%) . _ .
PEMERINTAHAN DAERAH Asisten Administrasi Umum
KABUPATEN/KOTA
Rata-rata Capaian Kinerja SKPD
dan Unit Kerja garis koordinasi (%) oY oY oY HEBHY e e
’ ; Persentasi dokumen
g:ﬁé?ﬁ;gég%reggg Evaluas perencanaan, pengganggaran, 100 100 100 100,00 100 100 Kabag Umum
Kineria Peran ' kat Daerah dan evaluasi perangkat daerah ’
J g yang disampaikan tepat waktu (%)
Sub Kegiatan : Penyusunan Persentasi dokumen
Dokumen Perencanaan Perangkat pere“"?“ﬁzﬂ‘ pera"ﬁfat daerah 100 100 100 100,00 100 100,00 Kasubbag Keuangan
Daerah yang telah disampaikan tepat
waktu (%)
Sub Kegiatan : Koordinasi dan :glizer:feanstgit;::?:s:ian
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 100 100 100 100,00 100 100,00 Kasubbag Keuangan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah
Kinerja SKPD disampaikan tepat waktu (%)

I N

Sangat Baik

Sangat Baik

Cakupan Pelaksanaan
Kegiatan : Administrasi Keuangan | Administrasi Keuangan Perangkat

100 100 100 100,00 100 100

Perangkat Daerah Daerah sesuai ketentuan yang

berlaku (%)




Persentasi ASN yang
Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan | terbayarkan gaji dan tunjangan 100 100 92 91.88 92 9188 Subbag Keuangan
tunjangan ASN sesuai ketentuan perundang- ! !

undangan (%)
Sub Kegiatan : Pelaksanaan
Penatausahaan dan Persentasi dokumen keuangan
Pengujian/Verifikasi Keuangan yang diverifikasi tepat waktu (%) 100 100 100 100,00 100 100,00 Subbag Keuangan
SKPD
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Persentasi Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan 100 100 100 100,00 100 100,00 Subbag Keuangan
Akhir Tahun SKPD perundang-undangan (%)
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Persentasi Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 100 100 100 100.00 100 100.00 Subbag Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang- ! !
SKPD undangan (%)

I

Sangat Baik

Kegiatan : Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase ASN yang Mendapat
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian sesuai SOP

100

100

100

Sangat Baik

100,00

100 100




Sub Kegiatan : Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya
(paket)

100,00

1 100,00

Sangat Baik ‘ Sangat Baik
Kegiatan : Administrasi Umum Cakupan pelaksanaan .
“ Perangkat Daerah administrasi umum (%) 1L Hey Hey Hooyoe o o Bttt Uiy
Jumlah komponen instalasi listrik/
Sub Kegiatan : Penyediaan penerangan bangunan kantor
8 Komponen Instalasi Listrik/ yang tersedia dan jaringan listrik 13 3 3 100,00 3 23,08
Penerangan Bangunan Kantor yang dapat terpenuhi cakupannya
(Paket)
Sub Kegiatan : Penyediaan Persentasi ketersediaan
9 Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan 100 100 100 100,00 100 100,00
Kantor Kantor sesuai kebutuhan (%)
. . . Jumlah pengadaan peralatan
10 ﬁg:’a'g’é':tsgazﬁ'%e:ég:" rumah tangga Bupati, Wakil 6 1 0 0,00 0 0,00
Bupati dan Sekda (paket)
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan .
11 Logistik Kantor Jumlah pelayanan logistik (bulan) 72 12 12 100,00 12 16,67
Jumlah pelayanan penyediaan
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang | barang cetakan dan penggandaan
12 Cetakan dan Penggandaan dan pengadaan alat tulis kantor 72 12 12 100,00 12 16,67
(bulan)




13

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang

Persentasi terselenggaranya

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD (OP)

Persentase pemenuhan sarana
prasarana kantor lingkup Setda

2802

467

0,00

Sangat Rendah

0,00

Sangat Rendah

I S TN

Sangat Baik

Kegiatan : Penyediaan Jasa

Kendaraan Dinas Jabatan

Kendaraan Dinas Jabatan (unit)

Waktu Penyediaan Jasa

5 Milik Daerah Penunjang Urusan . . 100 100 100 100,00 100 100
Pemerintahan Daerfalh g @r;g dapat dipenuhi cakupannya
0
Sub Kegiatan : Pengadaan Jumlah Pengadaan Kendaraan
14 | Kendaraan Perorangan Dinas atau | Perorangan Dinas atau 1 1 1 100,00 1 100,00

Sangat Baik

Listrik

Air dan Listrik (%)

6 | Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan 12 12 100,00 12 #DIV/0!
Daerah Daerah (bulan)
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Persentasi terbayarnya tagihan

16 | Komunikasi, Sumber Daya Air dan | Jasa Komunikasi, Sumber Daya 100 100 100 100,00 100 100,00




Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa

Jumlah Sarpras kantor setda yang

Pelayanan Umum Kantor

Pelayanan Umum Kantor (bulan)

17 | Peralatan dan Perlengkapan dapat dipenuhi cakupannya 72 12 12 100,00 12 16,67
Kantor (bulan)
18 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Waktu Penyediaan Jasa 72 12 12 100,00 12 16,67

Sangat Baik Sangat Rendah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Waktu Pemeliharaan Barang Milik
7 | Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan 72 12 12 100,00 12 17

Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (bulan)
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Persentase Kendaraan Dinas

19 | Pemeliharaan dan Pajak Operasional Layak Fungsi (%) 100 100 0 0,00 0 0,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau P y ?
Kendaraan Dinas Jabatan

20 Sub Kegiatan : Pen?eliha.\raan Jl.llm|§lh peralatan dan mesin yang 72 12 0 0,00 0 0,00
Peralatan dan Mesin Lainnya dipeliharan (bulan)
Sub Kegiatan : Persentase pemenuhan jasa

21 Pemeliharaan/Rehabilitasi pemeliharaan sarana dan 100 100 0 0,00 0 0,00
Gedung Kantor dan Bangunan o
Lainnya prasarana gedung kantor (%)




Sub Kegiatan :
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana

Persentase Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

kantor/bangunan layak fungsi (%)

22 dan Prasarana Gedung Kantor gedur?g kantor/bangunan layak 100 100 (0] 0,00 (0} 0,00
- fungsi (%)
atau Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan :
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Persentase Sarana dan Prasarana
23 | dan Prasarana Pendukung pendukung gedung 100 100 (0] 0,00 (0} 0,00

Sangat Rendah Sangat Rendah
Kegiatan : Administrasi Keuangan | Persentase pimpinan yang
8 dan Operasional Kepala Daerah dilayani administrasi 100 100 100 100,00 100 100 Bagian Umum
dan Wakil Kepala Daerah keuangannya
Sub Kegiatan : Penyediaaan gaji persentase pelayaan penyediaan
24 | dantunjangan Kepala daerah dan | gaji dan tunjangan KDH dan 100 100 58 58,43 58 58,43 subbag Keuangan
wakil kepala daera WHKDH (%)
Sub Kegiatan : Penyediaan . .
. . . Jumlah pengadaan pakaian dinas
o5 Pakaian Dinas dan Atribut beserta kelengkapannya untuk 52 2 2 100,00 2 3,85 Subbag perlengkapan dan
Kelengkapan Kepala Daerah dan rumah tangga
. KDH & WKDH (stel)
Wakil Kepala Daerah
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Sub Kegiatan : Penyediaaan dana
penunjang operasional kepala
daerah dan wakil kepala daerah

Jumlah penyerapan Dana
Operasional KDH/WKDH (%)

100

100

100

100,00

100

100,00

Sangat Rendah

subbag Keuangan

dengan baik

" . N Persentase SKPD yang memiliki 50% (15 16,66% (5

Kegiatan : Penataan Organisasi nilai budaya kerja baik (SKPD) SKPD) SKPD) 43,33 258,10 43,33 86,67

Nilai laporan kinerja Pemda 15 12,06 10,56 87,56 10,56 70,40
9 Bagian Organisasi
Persentase SKPD dengan 100% (30 33,33% (10
kualifikasi nilai SAKIP BB SKPD) SKPD) 60,00 180,02 60,00 60,00
Indeks kelembagaan 80,1 77,10 79,48 103,08 79,48 99
Persentase SKPD dengan
dokumen jabatan lengkap (anjab, 1g(|)<0{géso 1g(|)(°{géSO 100 100,00 100 100
abk evajab) ) )
Persentase SKPD yang
100% (30 100% (30

melaksanakan tata laksana SKPD) SKPD) 100 100,00 100 100




Persentase bagian pada Setda 100% (9 100% (9
yang memiliki nilai IKM baik Bagian) Bagian) s e e e
Persentase SKPD (Unit Pelayanan
- it 100% (30 100% (30
Pupllk) yang memiliki nilai IKM SKPD) SKPD) n/a n/a n/a n/a
baik
Persentase SKPD dengan nilai IPP 100% (3 100% (2
baik SKPD) SKPD) IS n/a n/a n/a
Jumlah produk hukum terkait
penataan dan evaluasi organisasi 37 37 37 100,00 37 100,00
Sub Kegiatan : Pengelolaan tupoksi dan uraian tugas
28 | Kelembagaan dan Analisis
Jabatan
Jumlah SK!’D yang memiliki 30 30 30 100,00 30 100,00
dokumen jabatan lengkap
Jumlah UPP dengan kriteria
pelayanan publik baik 3 2 n/a n/a n/a n/a
Jumlah UPP dengan nilai SKM
Sub Kegiatan : Fasilitasi baik 30 30 n/a n/a n/a n/a
29 | Pelayanan Publik dan Tata
Laksana
Jumlah bagian dengan nilai SKM
baik (bagian) 9 9 n/a n/a n/a n/a
Jumlah SKPD yang menyusun SOP
dengan baik dan sesuai aturan 30 30 30 100,00 30 100,00

(SKPD)
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Sub Kegiatan : Peningkatan
Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Jumlah SKPD yang memiliki agen

perubahan (SKPD) 22 5 0 0,00 0 0,00
Jumlah SKPD yang memiliki nilai

budaya kerja baik (SKPD) 15 5 13 260,00 13 86,67
Jumlah SKPD yang menyusun

laporan pengukuran kinerja 30 30 30 100,00 30 100,00
triwulan dengan baik (SKPD)

Jumlah SKPD yang menyusun

laporan kinerja tahunan dengan 30 30 30 100,00 30 100,00
baik (SKPD)

Jumlah dokumen LKIP yanng

disusun dengan baik dan sesuai 1 1 1 100,00 1 100,00

aturan (dokumen)

Sangat Baik

Persentase Kegiatan Kedinasan

10

Kegiatan : Pelaksanaan
Pelayanan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Kepala Daerah/Wakil Kepala 100 100 100 100,00 100 100
Daerah yang dilayani (%)

persentase cakupan media

informasi komunikasi publik yang

mempublikasikan kegiatan 100 100 100 100,00 100 100

pembangunan daerah di
Kabupaten Balangan (%)

Kabag Protokol &
Komunikasi Pimpinan
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Fasilitasi Keprotokolan

Persentase Pelayanan Kegiatan
Keprotokolan kegiatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)

100

100

100

100,00

100

100,00

Kasubbag Protokol

32

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Persentase pelayanan Bahan
komunikasi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dan Penyampaian
Informasi Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah di
Kabupaten Balangan (%)

100

100

100

100,00

100

100,00

Kasubbag Komunikasi
Pimpinan
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Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Persentase Pendokumentasian
Kegiatan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah (%)

100

100

100

100,00

Sangat Baik

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase kebijakan di bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan

100

100,00

Sangat Baik

Rakyat yang 100 100 100 100,00 100 100
diimplementasikan/diterapkan

oleh SKPD (%)

Rata-rata Capaian Kinerja SKPD 100 100 96,05 96,05 96 96

dan Unit Kerja garis koordinasi (%)

Kasubbag Dokumentasi
Pimpinan

Asisten Pemerintahan dan
Kesejanteraan Rakyat
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Kegiatan : Administrasi Tata
Pemerintahan

% SKPD yang menyusun bahan
LPPD secara sistematis dan data
terisi lengkap

100%

100%

100%

100,00

100

% Kecamatan dengan kualitas
PATEN predikat Baik

100%

100%

100%

100,00

100

Jumlah pilar batas daerah sesuai
titik koordinat

105

10

12

120,00

12

11

Bagian Pemerintahan

34

Sub Kegiatan : Penataan
Administrasi Pemerintahan

Jumlah laporan program/kerja
dan permasalahan yang
ditindaklanjuti dan/atau dimediasi

72

12

12

100,00

12

16,67

Jumlah laporan kegiatan
pelaksanaan peringatan hari jadi
Kabupaten Balangan, Peringatan
Hari Otonomi Daerah, dan
Peringatan HUT RI

18

100,00

16,67

Kasubbag. Administrasi
Pemerintahan

35

Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan

Rata-rata skor pelayanan PATEN
di Kecamatan

3.22

2,991

99,47

#VALUE!

Jumlah Desa yang penamaan
rupabumi sesuai ketentuan

46

100,00

13,04

Jumlah pilar batas daerah yang
dimonitoring dan evaluasi

105

10

12

120,00

12

11,43

Kasubbag. Administrasi
Kewilayahan
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Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi
Daerah

Jumlah SKPD yang
Menyampaikan LPPD dan LKPj
tepat waktu

100%

100%

100%

100,00

100,00

Kasubbag. Kerjasama dan
Otonomi Daerah




Jumlah Laporna SPM yang
disampaikan tepat waktu

100,00

Sangat Baik

100,00

#VALUE!

12

Kegiatan : Pelaksanaan
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

persentase kebijakan bidang
kesejahteraan rakyat yang tepat
sasaran (%)

100

100

86

85,50

86

86

Persentase Tempat Ibadah yang
berfungsi dengan baik (%)

100

100

96

96,00

96

96

Kabag Kesejahteraan
Rakyat
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Sub Kegiatan : Fasilitasi
Pengelolaan Bina Mental Spiritual

persentase sarana peribadatan,
sarana pendidikan agama, dan
pendidikan keagamaan yang
mendapat rekomendasi bantuan
(%)

100

100

77

77,00

77

77,00

Jumlah permasalahan kerukunan
keagamaan yang dapat
dirumuskan kebijakannya
(kebijakan)

100,00

100,00

Kasubbag Bina Mental
spritual
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Sub Kegiatan : Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian
Kinerja terkait Kesejahteraan
Sosial

Jumlah Organisasi keagamaan
dan tempat ibadah yang diberikan
bantuan hibah (organisasi)

49

76

73

96,05

73

148,98

Jumlah Organisasi keagamaan
yang diberi bantuan operasional
(organisasi)

100,00

100,00

kasubbag kesejahteraan
sosial




Jumlah bahan untuk perumusan
kebijakan yang tepat sasaran

12

100,00

16,67

39

Sub Kegiatan : Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian
Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat

Jumlah bahan untuk perumusan
kebijakan

12

100,00

Sangat Baik

16,67

Tinggi

kasubbag kesejahteraan
Masyarakat

Persentase produk hukum yang

berhasil di harmonisasikan (%) 1L Hey Hey Hooyoe o o
Kabag Hukum
Kegiatan : Fasilitasi dan persentase kasus/pengaduan
= Koordinasi Hukum yang terselesaikan (%) Lo 1ol 1ol L ce ce
tingkat kepuasan Layanan produk
hukum dan informasi hukum (%) Lo e e il e &
Sub Kegiatan : Fasilitasi Persentase jumlah produk hukum Kasubbag Perundang-
40 | Penyusunan Produk Hukum daerah yang difasilitasi sesuai 100% 100% 100 100,00 100 100,00
Undangan
Daerah SOP
41 Persentase penanganan . 100% 100% 100 100,00 100 100,00
kasus/pengaduan yang tertangani
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan
Kasubbag Bantuan Hukum
Hukum
Jumlah pelaporan RANHAM 15 3 3 100,00 3 20,00
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Sub Kegiatan : Pendokumentasian

Produk Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum

Jumlah Produk hukum Daerah
yang didokumentasi /
publikasikan dan dapat di akses
(Produk Hukum)

100%

100%

100

100,00

100

100,00

Tinggi

Kasubbag Dokumentasi
dan Informasi

Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama

Jumlah dokume kesepakatan

| Sangat Baik

Sama Dalam Negeri

lanjuti

Sangat Rendah

14 kerjasama daerah yang 60 10 11 110,00 11 18 Kabag Pemerintahan
Daerah ¥ o
ditindaklanjuti
. . e Jumlah dokumen Kesepakatan .
43 Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Kerjasama daerah yang di tindak 60 10 11 110,00 11 18,33 Kasubbag. Kerjasama dan

Otonomi Daerah

Sangat Baik

Persentase kebijakan di bidang
Perekonomian dan Pembangunan

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

yang 100 100 100 100,00 100 100
diimplementasikan/diterapkan

oleh SKPD

Reir Tl Cr el Ko SHD 100 100 101,84 101,84 101,84 101,84

dan Unit Kerja garis koordinasi

Asisten Perekonomian &
Pembangunan




Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan

Persentase peningkatan
pelaksanaan kebijakan sektor

Bagian Perekonomian dan

15 Perekonomian perekonomian yang berhasil 100% 100 100 100,00 100 10.000 SDA
ditindaklanjuti oleh SKPD terkait
(%)
Sub Kegiatan : Koordinasi, Jumlah laporan kebijakan
Sinkronisasi, Monitoring dan pengelolaan BUMD /BLUD yang Bagian Perekonomian dan
44 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan direalisasikan dan laporan oleh 24 4 4 100,00 4 16,67 SDA
BUMD dan BLUD BUMD /BLUD
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Jumlah laporan analisis Bagian Perekonomian dan
45 Distribusi Perekonomian pengendalian inflasi daerah 24 4 4 100,00 4 16,67 SDA
46 Sub Kegiatan : Perencanaan dan Jumlah laporan pengawasan 6 1 1 100,00 1 16,67 Bagian Perekonomian dan

I S TN

Sangat Baik

Persentase telaahan / arahan

16

Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Kegiatan : Pelaksanaan
Administrasi Pembangunan

ekonomi mikro

Sangat Rendah

kebijakan yang ditindaklanjuti (%) Lo Hoie Hoie cee e e
Persentase temuan monitoring
L SEINES] (SO0l 100 100 100 100,00 100 100

pembangunan daerah yang
ditindaklanjuti (%)

SDA

Bagian Administrasi
Pembangunan




Sub Kegiatan : Fasilitasi Jumlah laporan hasil evaluasi
48 | Penyusunan Program km_erja SKPD berc_lasgrkan Gakor 22 2 2 100,00 2 9,09 Subbbag Penyusunan
Asisten yang menjadi bahan rakor Program
Pembangunan
(laporan)
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Jumlah laporan hasil Subbag Pengendalian
a9 | ool Sgi o Pge onha n 2o | pengendalian pelaksanaan 22 2 2 100,00 2 9,09 gpro g o
g g pembangunan (laporan) g
Jumlah laporan hasil evaluasi
Sub Kegiatan : Pengelolaan pelaksanaan program .
50 | Evaluasi dan Pelaporan pembangunan daerah yang 22 2 2 100,00 2 9,09 SUbbiiliva(::‘::' dan
Pelaksanaan Pembangunan disampaikan tepat waktu P
(laporan)

Sangat Baik Sangat Rendah
17 (F:Jt/aor)nanfaatan Sistem Pengadaan 100 80 72 90,00 72 72
Kegiatan : Pengelolaan Tingkat Kematangan UKPBJ level i
Pengadaan Barang dan Jasa progaktif %) g 100 66 78 117,85 78 78 Kabag Pbj
Kualifikasi dan Kompetensi SDM
PBJ (%) 50 20 22 108,70 22 43
Sub Kegiatan : Pengelolaan Persentase pengadaan melalui
51 Pengadaan Barang dan Jasa PBJ yang selesai (%) 100 100 & 79,20 & 79,20
Sub Kegiatan : Pengelolaan Persentase Pemanfaatan aplikasi
52 | Layanan Pengadaan secara SPSE dal PBJ (% p 60 10 36 355,00 36 59,17
Elektronik alam PBJ (%)
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Sub Kegiatan : Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan
Jasa

Jumlah SDM PBJ yang memiliki
kompetensi (orang)

10

80,00

Sangat Baik

40,00

Rendah

Kegiatan : Pemantauan Kebijakan

Persentase permasalahan yang

Bagian Perekonomian dan

Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

sektor pertambangan dan
lingkungan hidup pada SKPD
terkait (rekomendasi)

Rata-rata capaian kinerja

100,00

16,67

Sangat Rendah

18 berhasil difaslilitasi dan 100 100 100 100,00 100 100
Sumber Daya Alam ditindaklanjuti (%) SDA
Jumlah tindak lanjut rekomendasi
Sub Kegiatan : Koordinasi, hasil koordinasi,sinkronisasi dan
54 Sinkronisasi, dan Evaluasi evaluasi pelaksanaan kebijakan 6 1 1 100,00 1 16,67 Bagian Perekonomian dan

SDA

Predikat Kinerja Sangat Baik

Jumlah Pagu

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Sangat Baik ‘- Sangat Baik




Faktor pendorong keberhasilan kinerja: tim kerja yang sinergis

Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya sdm

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : menjaga kekompakan dan sinergitas tim

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya: menambah sdm dan koordinasi




Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja
perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat Daerah s/d tahun
2021 yang disampaikan di atas dapat dijelaskan bahwa 8 (delapan)
kegiatan tidak memenuhi target kinerja dan 5 (lima) kegiatan dengan
realisasi capaiannya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang
direncanakan. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Realisasi program/ Kkegiatan yang tidak memenuhi target
Kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
Sebanyak 8 (Delapan) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/ keluaran. Sejumlah 8 (delapan) kegiatan tersebut merupakan
kegiatan rutin yang tidak menunjang secara langsung pencapaian
IKU SKPD sehingga tidak tercapainya target kinerjanya tidak

mengganggu capaian kinerja utama Sekretariat Daerah.

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target Kkinerja
hasil/ keluaran yang direncanakan
Sebanyak 41 (empat puluh satu) kegiatan dalam pelaksanaan telah
memenuhi target kinerja yang direncanan. Adapun kegiatan dengan
realisasi kinerja 100% adalah dapat dilihat pada tabel 2.2 analisis

pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah.

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan

Sebanyak 5 (lima) kegiatan yang realisasi capaiannya melebihi target

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu:

1) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

2) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan.

3) Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan.

4) Kegiatan kunjungan kerja/ inspeksi kepala daearah/ wakil
kepala daerah.

5) Kegiatan penanganan kasus pengaduan hukum di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dari 5 (lima) kegiatan yang capainnya melebihi target di tahun 2020

merupakan kegiatan rutin yang tidak terkait langsung dengan



capaian IKU Sekretariat Daerah. Pencapaian target yang melebihi
dari rencana target ini menyebabkan capaian target Renstra sampai
dengan tahun 2020 meningkat. Implikasi yang timbul terhadap
target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah
tercapainya target kinerja lebih cepat dari perencanaan pencapaian

target kinerja 5 tahunan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai
berikut:

e Penyebab tidak terpenuhinya target adalah sebagai berikut:

- Tidak meratanya kemampuan PNS dalam perencanaan di
dalam Setda itu sendiri;

- Rendahnya kemampuan PNS dalam menyusun indikator
kinerja yg tepat syarat;

- Kualitas SPIP di SKPD masih rendah;

- Pencapaian kinerja masih diukur melalui capaian serapan
anggaran bukan hasil/ output dari penggunaan anggaran
tersebut;

- Kebiasaan menunda pekerjaan oleh pelaksanaan program/
kegiatan yang akhirnya menyebabkan pelaksanaan program/

kegiatan terhambat.

e Penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan
adalah sebagai berikut:
- Penyusunan perencanaan sudah sesuai dengan tujuan dan
sasaran organisasi;
- Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dengan
fokus pada pencapaian target kinerja nyata;
- Dilaksanakannya rencana aksi dan angkas sesuai jadwal

yang direncanakan;

e Penyebab terpenuhinya target Kinerja melebihi target kinerja
program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Ketidakmampuan dalam menyusun target kinerja di awal

Renstra;



- Tidak tersedianya data awal saat menyusun perencanaan
target kinerja sehingga menyusun target kinerja;
- Adanya perubahan yang meningkat secara signifikan dari

target awal Renja.

Program/ kegiatan yang target kinerjanya tidak tercapai atau
melebihi target kinerja program dan kegiatannya tidak menimbulkan
implikasi terhadap target capaian program Renstra, dikarenakan
program/ kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan rutin yang tidak
menunjang secara langsung pencapaian IKU SKPD sehingga tidak
mengganggu capaian kinerja utama Sekretariat Daerah.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Menyusun target kinerja harus sudah di rumuskan dalam Focus
Group Discussion (FGD) lingkup Sekretariat Daerah;

2. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja;

3. Perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap

kegiatan yang dilaksanakan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan isi Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun
2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat
daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah  dalam  melaksanakan tugas dan
kewajibannya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi Daerah;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.



Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah yang disajikan melalui tabel 2.2 analisis pencapaian

kinerja pelayanan perangkat Daerah.



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Balangan

Realisasi

o S SPM /Standar - Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Proyeksi -
Nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Analisis
2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persentase Capaian
1 | Urusan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan
Nilai komponen
2 | Pelaporan Kinerja 9,00 9,20 9,40 9,60 | 10,48 | 10,58 | 10,58 | 10,58
Instansi Pemerintah
Daerah (bobot nilai)
Indeks Kepuasan
3 | Masyarakat 85% 88% 90% 90% | 82,65% | 82,92% | 90% 92%
Terhadap Pelayanan
Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi
4 Birokrasi 91,70% | 91,75% | 91,80% | 91,85% | 91,75% | 91,75% | 91,80% | 91,85%




2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur pendukung di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan cakupan tugas
membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan satuan Kkerja perangkat daerah. Keberadaan
Sekretariat Daerah dalam jajaran unsur penyelengara Pemerintah
Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan, dan
Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah
berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 74 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan mangkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

1. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Sekretariat Daerah.

Sejauh ini kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya adalah menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan satuan Kkerja perangkat daerah. Sekretariat
Daerah memiliki peran yang penting dalam proses sinergitas
program dan Kkegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten
Balangan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ini terlihat dari
pelaksanaan program dan kegiatan yang menuju pada tercapainya
tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah. Yaitu sebagai berikut:
1) Sekretariat Daerah berperan dalam melakukan pembinaan

terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang mana penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan penyelenggaran
pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan daerah
sendiri melakukan penilaian terhadap pencapaian target
Indikator Kinerja Kunci (IKK). Yang mana indikator ini tersebar
pada seluruh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk

dilaksanakan oleh SKPD tersebut dan disampaikan setiap tahun



dalam Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)
SKPD dan kemudian dikompilasi menjadi LPPD Kabupaten
Balangan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. LPPD
ini juga menjadi dasar dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada DPRD Kabupaten Balangan terhadap
pelaksanaan anggaran setelah tahun anggaran berakhir. LPPD
tersebut akan dinilai oleh tim daerah dan tim Nasional. Hasil
dari penilaian ini disampaikan dalam bentuk nilai EKPPD yang
mana penilaian ini menjadi gengsi Kepala Daerah di seluruh
wilayah Indonesia sebagai hasil prestasi pelaksanaan program

kegiatan untuk peningkatan pembangunan daerah.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD) merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat. Nilai EKPPD Kabupaten Balangan Tahun
2020 hingga tanggal 17 Juli 2021 belum dikeluarkan oleh
Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Berita Acara Hasil
Evaluasi LPPD Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dan
Validasi Terhadap Hasil EPPD Tim Daerah Atas LPPD
Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Se Propinsi Kalimantan Selatan
tertanggal 2 September 2020 Nilai EKPPD Kabupaten Balangan
tahun 2019 adalah 3,5620. Sedangkan nilai EKPPD tahun 2016
adalah 3,1393, tahun 2017 adalah 3,0671, tahun 2018 adalah
3,2946. Nilai EKPPD tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun
2018. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan oleh komitmen
Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Bagian Pemerintahan
untuk melakukan verifikasi data IKK yang dikumpul oleh SKPD
tepat waktu dan tepat regulasi. Pola pengumpulan data dan
pengecekan kebenaran data dukung telah dilakukan oleh Bagian
Pemerintahan sesuai dengan SOP dan aturan perundang-
undangan yang berlaku, sebagaimana kita ketahui bahwa
keberhasilan EKPPD mencerminkan keberhasilan Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai
amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.



2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk peningkatan
pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Balangan
diukur dengan indikator-indikator utama pada setiap SKPD
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagian
Organisasai Sekretariat Daerah sebagai Bagian di Sekretariat
Daerah yang memiliki tugas pelaksanaan pemantauan evaluasi
dan pelaporan serta harmonisasi Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah (LKIP) lingkup Kabupaten Balangan. Bagian Organisasi
memiliki tugas melakukan harmonisasi LKIP SKPD sebagai
bahan penyusunan LKIP Kabupaten. Hasil penilaian LKIP SKPD
menjadi tolak ukur pencapaian Visi Misi SKPD tersebut.
Sedangkan LKIP Kabupaten menjadi tolak ukur pencapaian Visi
Misi Kepala Daerah, yang mana kedua penilaian ini adalah satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling

mempengaruhi satu sama lain.

Hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah atas pelaporan kinerja Kabupaten Balangan
oleh Tim  Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan
dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Reformasi dan Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi
Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Balangan
memperoleh nilai 65,45 atau predikat “B” Dibandingkan dengan
capaian tahun lalu terdapat peningkatan sebesar 4,29%. Yaitu
dari nilai LKIP sebesar 62,64 dengan predikat “B” meningkat
menjadi 65,45 dengan predikat “B”.

Nilai LKIP sebesar 62,64 dengan predikat “B” yang didapatkan
Kabupaten Balangan di tahun lalu yang menunjukan tingkat
efektifitas dan efiensi penggunaan anggaran dibandingkan
capaian kinerjanya, serta kualitas pembangunan budaya kinerja
birokrasi dan penyelengaraan pemerintahan yang berorientasi

hasil (outcome) pada Pemerintah Kabupaten Balangan Hal



3)

tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Balangan untuk lebih
meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun - tahun

mendatang;

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementrian
PAN dan Reformasi Birokrasi adalah dalam rangka mempercepat
tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka
dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan
Kabupaten Balangan. Perolehan nilai Indeks Reformsi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2019 sebesar 48.09
yang merupakan angka realisasi hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan RB (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Kabupaten Balangan melalui aplikasi PMPRB Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sedangkan berdasarkan  hasil evaluasi oleh  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia IRB Kabupaten Balangan adalah 51,84 atau
kategori CC dngan rincian total komponen pengungkit (A) 20,35
dan total komponen hasil (B) 31,49.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mulai didengungkan
memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat
Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah
Kabupaten Balangan. Sejak Tahun 2018 pelaksanaan tahapan
reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Balangan sudah
dilaksanakan, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap
Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan
implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan
melalui Bagian Organisasi Sekretariat. SKPD yang termasuk
dalam area perubahan dan tim telah dapat menyusun Dokumen
Road Map RB yang meliputi delapan area diantaranya Penataan
Kelembagaan, Penataan SDM, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan
Pengawasan, Pelayanan Publik tetapi penguatan dalam area

perubahan masih ada hal hal yang perlu diperbaiki.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi didasarkan dari

penilaian komponen pengungkit terdiri atas 8 subtansi atau 8



area perubahan, sedangkan komponen hasil terdiri dari 3

substansi. Adapun penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut:
Hasil PMRRB Inspektorat
. : Nilai Kab. Balangan 2020
0,
No. Komponen Penilaian (Pengungkit 60%) Maksimal
Nilai %
1. Manajemen Perubahan 5 1,12 22,40
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 2,09 41,80
3. Penataan dan Pengutan Organisasi 6 4,50 75,00
4. Penataan Tatalaksana 5 1,72 34,40
5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15 3,62 24,13
6. Penguatan Akuntabilitas 6 2,00 33,33
7. Penguatan Pengawasan 12 4,37 36,41
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 1,30 21,67
Jumlah 60 20,72 34,53
Hasil PMRRB Inspektorat
. . ilai Kab. Balangan 2020
No. Komponen Penilaian (Hasil 40%) N||‘a| ngan
Maksimal
Nilai %
1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20 12,37 61,85
2. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 10 10 100,00
3. Kualitas Pelayanan Publik 10 5,00 50,00
Jumlah 40 27,37 68,43
Hasil PMRRB Inspektorat
- Nilai Kab. Balangan 2020
No. Komponen Penilaian Maksimal
Nilai %
1. Pengungkit 60 20,72 34,53
2. Hasil 40 27,37 68,43
Jumlah 100 48,09 48,09

4) Sebagai SKPD yang memberikan pelayanan koordinasi kepada
seluruh SKPD di Kabupaten Balangan Sekretariat Daerah
melalui 9 (Sembilan) Bagian yang memiliki tugas dan fungsi
masing-masing yang khas melaksanakan tugas secara maksimal
memberikan pendampingan dan pembinaan terkait pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD sesuai garis koordinasinya masing-
masing. Seperti SKPD lain yang juga memberikan pelayanan
Sekretariat Daerah juga melaksanakan penilaian Indeks
Kepuasan Masyarakat. Sekretariat Daerah tidak hanya sebagai

koordinasi pelayaan kepada SKPD terkait pelayanan



Adminsitratif namun juga pelayanan kepada masyarakat umum
dalam hal pelayanan sosial seperti Bagian Kesra, Bagian
Hukum, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, Bagian Perekonomian

dan Bagian Humas.

Penilaian peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan Sekretariat Daerah diambil dari rata-rata hasil
penilaian pelayanan 9 (Sembilan) Bagian di lingkup Sekretariat
Daerah. Capaian pada tahun lalu adalah sebesar 87,37% dari
target yang ingin dicapai sebesar 88% dengan capaian indikator
adalah 99,28%. Target yang ingin dicapai s.d tahun 2022 adalah
IKM terhadap pelayanan Sekretariat daerah sebesar 90%.
Sampai dengan tahun 2021 capaian kinerja Renstra (s.d tahun
2021) sudah mencapai 94,97%. Nilai ini didapat dari hasil
koesonir yang dibagikan kepada masyarakat penerima
pelayanan pada sekretariat daerah dengan menggunakan unsur
pelayanan yang berpedoman pada peraturan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No.14 Tahun 2017.
Diharapkan tahun 2021 target capaian IKM pelayanan
Sekretariat Daerah sudah dapat mencapai target yang
diharapkan. Sekretariat Daerah sebagai penyelenggara
pelayanan publik optimis bahwa pemberian pelayanan kepada
masyarakat dapat terus ditingkatkan karena Kabupaten
Balangan siap unyuk melakukan Penataan sistem, mekanisme
dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat
dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan

berhasil guna.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD
Pengertian masalah/ hambatan adalah suatu kendala atau
persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan
kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan
dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal.
Permasalahan/ hambatan yang terdapat di Sekretariat Daerah
dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:



a. Tidak meratanya sumber daya manusia yang berkualitas terkait
dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam
mengidentifikasi dan memahami permasalahanpemerintahan
yang berkembang;

b. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran
pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;

c. Berubahnya peraturan/ regulasi dan dasar kebijakan yang
mengatur tertib administrasi;

d. Keuangan dengan keterbatasan anggaran dan biaya pendukung

tugas dan fungsi;

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak lepas dari peran
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD
terutama SKPD pengampu Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut.
Sekretariat Daerah sendiri menjadi pengampu Misi 4 Kepala Daerah

yakni

” Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi

Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”

Adapun sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah untuk
mewujudkan Misi ke-4 Kepala Daerah tersebut adalah sebagai
berikut:

1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
2) Meningkatnya nilia EKPPD;
3) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik.

Ketiga sasaran ini dapat dicapai melalui pelaksanaan program
dan kegiatan dari setiap Bagian pada Sekretariat Daerah. Adapun
pengampu dari 3 sasaran ini adalah Bagian Pemerintahan, Bagian
Umum dan Bagian Organisasi. Dari seluruh pelaksanaan program/
kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian
sasaran ini semunya menyajikan capaian 100%. Kegiatan tersebut
adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Penataan Organisasi;
2) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;
3) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah.



Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan prioritas dapat
dilihat pada tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan
Perangkat
Pengertian peluang dapat diartikan sebagai kesempatan,
kemungkinan untuk  menang (mencapai  tujuan) untuk
mendapatkan keuntungan, atau juga dapat diartikan dengan
kesempatan, waktu yang luang. Sedangkan pengertian dari
tantangan yaitu perlawanan sesuatu yang berat, yang banyak
dikerjakan untuk sesuatu yang menarik, yang menimbulkan
semangat/ motivasi untuk melakukan/ mencapai tujuan.
Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dapat
diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari dalam (internal) dan
luar (eksternal) organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Tersedia dan tersebarnya sumber daya manusia/ aparatur dari
berbagai macam disiplin ilmu;
b. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat;
c. Predikat penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat WTP
d. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten
Balangan;
e. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam

mendukung pengelolaan data dan informasi.

Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan
Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Formulasi isu-isu penting dalan hal ini berupa rekomendasi
dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun 2022. Berbagai isu strategis
yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka
peningkatan kinerja sekretariat daerah antara lain:
a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-
prinsip good governance dan otonomi daerah yang

bertanggungjawab;



b. Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas
berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas;

c. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk
pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan efisiensi dan

efektifitas kinerja serta peningkatan pendapatan daerah.

2.4 Revieu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan termasuk dalam salah
satu prioritas pembangunan Kabupaten Balangan yaitu dalam
pencapaian misi meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi
pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sehubungan
dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dilaksanakan penyesuaian

terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Balangan.

Rancangan awal RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan
membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten
Balangan Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas
kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh
Sekretariat Daerah sampai tahun 2021 terkait dengan program
prioritas/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Adapun Hasil
analisis kebutuhan terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga
menjadi Renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji

pada tabel 2.4.



Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan
No Program/ . . I Target Pagu Program/ . . L Target Kebutuhan Pentin
Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian indikatif (Rp.000) Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator kinerja capaian Dana (Rp.000) J
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 (9) (10) (11) (12)
Persentase Persentase kebijakan
kebijakan di bidang di bidang
Pengadministrasi Pengadministrasi
PROGRAM PENUNJANG Umum yang 100 PROGRAM PENUNJANG Uil e 1o
URUSAN d|_|mplementa3|kan/ URUSAN _d||mplementa5|kan/d
1 | PEMERINTAHAN Balangan | ditérapkan olen Rp. 26.551.365.950 | PEMERINTAHAN Balangan | !térapkan oleh SKPD Rp. 40.133.380.289
. . 26.551.365. A . 40.133.380.
DAERAH SR ) DAERAH (%)
KABUPATEN/KOTA Rata-rata Capaian KABUPATEN/KOTA Rata-rata Capaian
Kinerja SKPD dan 100 Kinerja SKPD dan 100
Unit Kerja garis Unit Kerja garis
koordinasi (%) koordinasi (%)
Persentasi dokumen Persentasi dokumen
Kegiatan : perencanaan, Kegiatan : perencanaan,
Perencanaan, pengganggaran, dan Perencanaan, pengganggaran, dan
1 | Penganggaran, dan Balangan | evaluasi perangkat 100 Rp. 221.549.400 Penganggaran, dan Balangan | evaluasi perangkat 100 Rp. 354.531.650
Evaluasi Kinerja daerah yang Evaluasi Kinerja daerah yang
Perangkat Daerah disampaikan tepat Perangkat Daerah disampaikan tepat
waktu (%) waktu (%)
i::ylt‘fs}ﬁ?efﬁndokumen Jumlah Dokumen ﬁ:gyfzﬁﬁ;anbkumen Jumlah Dokumen
1 Balangan | Perencanaan 2 Rp. 194.730.400 Balangan | Perencanaan 2 Rp. 303.191.650

Perencanaan
Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Perencanaan Perangkat
Daerah

Perangkat Daerah




Sub Kegiatan :
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar

Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan

Sub Kegiatan :
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar

Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan

Capaian Kinerja dan Balangan Hasil Koordinasi 1 Rp. 26.819.000 Capaian Kinerja dan Balangan Hasil Koordinasi 1 Rp. 51.340.000
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan SKPD Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Cakupan Cakupan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Kegiatan : Administrasi Administrasi Kegiatan : Administrasi Administrasi
Keuangan Perangkat Balangan | Keuangan Perangkat 100 Rp 10.006.480.875 Keuangan Perangkat Balangan | Keuangan Perangkat 100 Rp. 12.709.617.650
Daerah Daerah sesuai Daerah Daerah sesuai
ketentuan yang ketentuan yang
berlaku (%) berlaku (%)
Sub Keglatan : Menerima Gaf dan Sub Keglatan : Menerima Gaf dan
Peyediaan gaji dan Balangan . J 12 Rp.9.916.930.975 | Peyediaan gaji dan Balangan . ! 12 Rp. 12.565.733.950
. Tunjangan ASN . Tunjangan ASN
tunjangan ASN (Bulan) tunjangan ASN (Bulan)
Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penatausahaan dan Balangan o e 1 Rp. 61.114.500 Penatausahaan dan Balangan o i 1 Rp. 103.120.000
o e Pengujian/Verifikasi o e Pengujian/Verifikasi
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
. . Keuangan Akhir . . Keuangan Akhir
Sub Kegiatan : Tahun SKPD Sub Kegiatan : Tahun SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi dan dan Laporan Hasil
Penyusunan Laporan Balangan .p . 1 Rp. 16.799.000 Penyusunan Laporan Balangan .p . 1 Rp. 27.838.700
- Koordinasi - Koordinasi
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun
SKPD Penyusunan Laporan SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Sub Kegiatan : Keuangan Sub Kegiatan : Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/Triwulanan Koordinasi dan Bulanan/Triwulanan/
Penyusunan Laporan Balangan /Semesteran SKPD 12 Rp. 11.636.400 Penyusunan Laporan Balangan Semesteran SKPD 12 Rp. 12.925.000

Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD

dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan

Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Se

mesteran SKPD

dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan




Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD

Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi

Cakupan
pelaksanaan

Kegiatan : Administrasi

Cakupan
pelaksanaan

3 | Umum Perangkat Balangan ittt W 100 Rp. 3.980.940.950 Umum Perangkat Balangan o B 100 Rp. 8.229.900.789
Daerah o Daerah -
(%) (%)
Sub Kegiatan : Jumiah Paket . Sub Kegiatan : Jumlah Paket .
- Komponen Instalasi - Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan
7 | Instalasi Listrik/ Balangan & 2 Rp. 200.000.000 Instalasi Listrik/ Balangan 5 2 Rp. 250.000.000
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan : Jumlah Paket Sub Kegiatan : Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Peralatan dan Penyediaan Peralatan Peralatan dan
8 dan Perlengkapan Balangan Perlengkapan Kantor 1 Rp. 1.049.943.150 dan Perlengkapan Balangan Perlengkapan Kantor 1 Rp. 1.244.725.000
Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Sub Kegiatan : f’l:erl'?allg?a:a;:;ah Sub Kegiatan : :’uer:z‘allz?alr:aFlt‘:r:nah
9 | Penyediaan Peralatan Balangan 1 Rp. 169.513.500 Penyediaan Peralatan Balangan 1 Rp. 369.600.800
Tangga yang Tangga yang
Rumah Tangga Disediakan Rumah Tangga Disediakan
Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan
10 | Penyediaan Bahan Balangan | Logistik Kantor yang 1 Rp. 900.000.000 Penyediaan Bahan Balangan | Logistik Kantor yang 1 Rp. 990.000.000
Logistik Kantor Disediakan Logistik Kantor Disediakan
Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan
11 Cetakan dan Balangan Penggandaan 1 Rp. 297.292.800 Cetakan dan Balangan Penggandaan 1 Rp. 403.585.989
Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan
Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan
12 .. Balangan | Rapat 467 Rp. 1.364.191.500 e Balangan | Rapat 467 Rp. 4.971.989.000
Rapat Koordinasi dan . Koordinasi dan L
K ltasi SKPD Koordinasi dan K ltasi SKPD Koordinasi dan
onsuitasi Konsultasi SKPD onsultast Konsultasi SKPD
Waktu Penyediaan Waktu Penyediaan
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang
4 | JasaPenunjang Urusan |Balangan | Urusan 12 Rp. 1.986.895.450 Jasa Penunjang Urusan Balangan | Urusan 12 Rp. 4.722.899.900

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan
Daerah (bulan)

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan
Daerah (bulan)




Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa

Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa

Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan Jasa Komunikasi,
13 Komunikasi, Sumber Balangan Sumber Daya Air dan 12 Rp. 1.111.263.200 Komunikasi, Sumber Balangan Sumber Daya Air dan 12 Rp. 2.850.000.000
Daya Air dan Listrik Listrik yang Daya Air dan Listrik Listrik yang
Disediakan Disediakan
Sub Kegiatan : Jumlah_Laporan Sub Kegiatan : Jumlah_Laporan
14 | Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Balangan | Peralatan dan 12 Rp. 233.065.000 Balangan | Peralatan dan 12 Rp. 479.173.900
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
gkap, yang Disediakan gkap: yang Disediakan
. . Jumlah Laporan Jumlah Laporan
15 ?,z: IZZ?;?:L'% Penyediaan Jasa Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
y Balangan | Pelayanan 12 Rp. 642.567.250 Penyediaan Jasa Balangan | Pelayanan 12 Rp. 1.393.726.000
Pelayanan Umum
Kant Umum Kantor yang Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang
antor Disediakan Disediakan
Kegiatan : Waktu Pemeliharaan : . : Waktu Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Barang Milik Daerah Eggéitargﬂ}lﬁ(egaeélrg?]raan Barang Milik Daerah
5 | Milik Daerah Balangan | Penunjang Urusan 12 Rp. 6.391.047.000 Penungan Urusan Balangan | Penunjang Urusan 12 Rp. 8.973.592.500
Penunjang Urusan Pemerintahan PemerJinta?han Daerah Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah (bulan) Daerah (bulan)
Sub Keglatan : Jumlah Kendaraan Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Perorangan Dinas Penyediaan Jasa Perorangan Dinas
Pemeliharaan, Biaya g ! yecl . g :
16 | Pemeliharaan dan atau Pemeliharaan, Biaya atau
Paiak Kendaraan Balangan | Kendaraan Dinas 50 Rp. 1.600.205.050 Pemeliharaan dan Pajak Balangan | Kendaraan Dinas 50 Rp. 1.610.660.000
) X Jabatan yang Kendaraan Perorangan Jabatan yang
Perorangan Dinas atau ™ . L
. Dipelihara dan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas . . . . .
Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
17 ig&zﬁﬁ:‘r?ann: ilgr::sltt;s?:ﬂ?r::na Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan
. Balangan y 20 Rp. 233.326.250 Pemeliharaan Peralatan Balangan | Mesin Lainnya yang 20 Rp. 405.730.000
Peralatan dan Mesin yang dan Mesin Lai Divelihar
Lainnya Dipelihara an Mesin Lainnya ipelihara




Jumlah Gedung

Jumlah Gedung

Sub Kegiatan : Kantor dan Sub Kegiatan : Kantor dan
18 | Pemeliharaan/Rehabili Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilita Bangunan Lainnya
tasi Gedung Kantor Balangan yang 3 Rp. 2.404.441.000 si Gedung Kantor dan Balangan yang 3 Rp. 2.964.441.000
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabili Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilit
tasi asi
Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan _ Jumlah Sarana dan
P . - Prasarana Gedung Sub Kegiatan : Prasarana Gedung
emeliharaan/Rehabili ) -
19 | tasi Sarana dan Kantor P_emellharaan/Rehablllta Kantor
Prasarana Gedung Balangan | atau Bangunan 3 Rp. 1.303.789.800 si Sarana dan Prasarana | Balangan | atau Bangunan 3 Rp. 1.803.306.500
Kantor atau Bangunan Lainnya yang Gedung Kantor atau Lainnya yang
. Dipelihara/Direhabili Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilit
Lainnya . .
tasi asi
Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
Sub Kegiatan : Prasarana Sub Kegiatan : Prasarana
Pemeliharaan/Rehabili Pendukung Pemeliharaan/Rehabilita Pendukung
20 | tasi Sarana dan Gedung Kantor atau Rp si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Prasarana Pendukung Balangan Bangunan Lainnya 3 849.284.900 Pendukung Gedung Balangan Bangunan Lainnya 3 Rp. 2.189.455.000
Gedung Kantor atau yang Kantor atau Bangunan yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabili Lainnya Dipelihara/Direhabilit
tasi asi
Kegiatan : Waktu Pemeliharaan Kegiatan : Administrasi Waktu Pemeliharaan
Administrasi Keuangan Barang Milik Daerah Keuangan dan Barang Milik Daerah
6 | dan Operasional Balangan | Penunjang Urusan 100 Rp. 1.029.197.800 Operasional Kepala Balangan | Penunjang Urusan 100 Rp. 1.152.197.800
Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah dan Wakil Pemerintahan
Wakil Kepala Daerah Daerah (bulan) Kepala Daerah Daerah (bulan)
Sub Kegiatan : Jumlar] Orang"yang Sub Kegiatan : Jumlarli Orang"yang
: . Menerima Gaji dan - . Menerima Gaji dan
21 Penyediaaan gaji dan Tunjangan Kepala Penyediaaan gaji dan Tunjangan Kepala
tunjangan Kepala Balangan D - 12 Rp. 260.197.800 tunjangan Kepala Balangan - 12 Rp. 260.197.800
. aerah dan Wakil . Daerah dan Wakil
daerah dan wakil daerah dan wakil kepala
kepala daera Kepala daera Kepala
Daerah Daerah
Jumlah Paket Jumlah Paket
Sub Kegiatan : Pakaian Dinas dan Sub Kegiatan : Pakaian Dinas dan
Penyediaan Pakaian Atribut Penyediaan Pakaian Atribut
22 | Dinas dan Atribut Balangan Kelengkapan Kepala 1 Rp. 369.000.000 Dinas dan Atribut Balangan Kelengkapan Kepala 1 Rp. 492.000.000

Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Daerah dan Wakil
Kepala

Daerah yang
Disediakan

Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Daerah dan Wakil
Kepala

Daerah yang
Disediakan




Sub Kegiatan :
Pelaksanaan Medical

Jumlah Orang yang
Mengikuti Medical

Sub Kegiatan :
Pelaksanaan Medical

Jumlah Orang yang
Mengikuti Medical

Rp

Check Up Kepala Balangan | Check Up 2 Rp. - Check Up Kepala Daerah | Balangan | Check Up 2
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dan Wakil Kepala Kepala Daerah dan
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Daerah Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Sub Kegiatan : Menerima Dana Sub Kegiatan : Menerima Dana
23 Penyediaaan dana Penunjang Penyediaaan dana Penunjang
penunjang operasional | Balangan | Operasional Kepala 2 Rp. 400.000.000 penunjang operasional Balangan | Operasional Kepala 2 Rp. 400.000.000
kepala daerah dan Daerah dan Wakil kepala daerah dan wakil Daerah dan Wakil
wakil kepala daerah Kepala kepala daerah Kepala
Daerah Daerah
Persentase SKPD Persentase SKPD
yang memiliki nilai yang memiliki nilai
budaya kerja baik EELEY budaya kerja baik EELEY
(SKPD) (SKPD)
Nilai laporan kinerja Nilai laporan kinerja
Pemda Pemda
Persentase SKPD Persentase SKPD
dengan kualifikasi 63,33 dengan kualifikasi 63,33
nilai SAKIP BB nilai SAKIP BB
Indeks kelembagaan 77,60 Indeks kelembagaan 77,60
Persentase SKPD Persentase SKPD
dengan dokumen 100 dengan dokumen 100
Kegiatan : Penataan gl [Emg e Kegiatan : Penataan LRI JEng €
7 Org L Balangan| (anjab, abk evajab) Rp. 925.890.400 Org el Balangan | (anjab, abk evajab) Rp. 1.190.640.000
9 Persentase SKPD 9 Persentase SKPD
yang melaksanakan 100 yang melaksanakan 100
tata laksana dengan tata laksana dengan
baik baik
Persentase bagian Persentase bagian
pada Setda yang pada Setda yang
memiliki nilai IKM 100 memiliki nilai IKM 100
baik baik
Persentase SKPD Persentase SKPD
(Unit Pelayanan (Unit Pelayanan
Publik) yang memiliki | 90 Publik) yang memiliki | 100
nilai IKM baik nilai IKM baik
Persentase SKPD 100 Persentase SKPD 100

dengan nilai IPP baik

dengan nilai IPP baik




Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen
Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan
24 Kelembagaan dan Balangan Kelembagaan dan 1 Rp. 349.149.250 Kelembagaan dan Balangan Kelembagaan dan 1 Rp. 431.587.000
Analisis Jabatan Analisis Jabatan Analisis Jabatan Analisis Jabatan
Pasiltas! Pofayanan Hasil Fastitas] Sub Keglatan: Fasllitas Fasiltast Polayanan.
25 - y Balangan . 2 Rp. 326.060.200 Pelayanan Publik dan Balangan ] y 2 Rp. 382.075.000
Publik dan Tata Pelayanan Publik Tata Laksana Publik
Laksana dan Tata Laksana dan Tata Laksana
Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen
o6 | Peningkatan Kinerja | g0, | Peningkatan Kinerja 1 Rp. 250.680.950 Peningkatan Kinerja dan | Balangan | Feningkatan Kinerja 1 Rp. 376.978.000
dan Reformasi dan Reformasi Birokrasi dan
Birokrasi Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
Persentase Kegiatan Persentase Kegiatan
Kedinasan Kepala Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil 100 Daerah/Wakil Kepala 100
Kepala Daerah yang Daerah yang dilayani
Kegiatan : dilayani (%) (%)
Pelaksanaan %eéjgnitr?:;r%?;?pan Kegiatan : Pelaksanaan %egggnit:fsoerrzilgijpan
8 | Pelayanan Protokol Balangan o . Rp. 1.850.851.125 Pelayanan Protokol dan | Balangan o ) Rp. 2.800.000.000
i komunikasi publik g komunikasi publik
dan Komunikasi yang Komunikasi Pimpinan yang
I mempublikasikan 100 mempublikasikan 100
kegiatan kegiatan
pembangunan pembangunan
daerah di Kabupaten daerah di Kabupaten
Balangan (%) Balangan (%)
. . Jumlah Laporan . . o Jumlah Laporan Hasil
o7 | Sub Kegiatan : Balangan | Hasil Fasilitasi 10 Rp. 1.250.556.375 | SubKegiatan:Fasilitasi | poponp | Fasilitasi 10 Rp. 1.570.000.000
Fasilitasi Keprotokolan Keprotokolan
Keprotokolan Keprotokolan
. Jumlah Laporan .
Sub Kegiatan : . PR . . s Jumlah Laporan Hasil
28 | Fasilitasi Komunikasi | Balangan | 1asil Fasilitasi 5 Rp. 115.758.000 Sub Kegiatan : Fasilitasi | g0 | Fasilitasi Komunikasi 5 Rp. 585.000.000

Pimpinan

Komunikasi
Pimpinan

Komunikasi Pimpinan

Pimpinan




Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan

Sub Kegiatan :

Jumlah Laporan

29 Pendokumentasian Balangan _I;_’Engcs)kumentasian 5 Rp. 634.049.000 Pendokumentasian Balangan 1F_’3ng<;kumentasian 5 Rp. 645.000.000
Tugas Pimpinan _g . Tugas Pimpinan _g .
Pimpinan Pimpinan
Persentase Persentase kebijakan
kebijakan di bidang di bidang
Pemerintahan dan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Kesejahteraan
100 100
PROGRAM E_?kyiﬂ vang PROGRAM g_‘?"‘y"’l“ L -
PEMERINTAHAN DAN isalel Enein il e PEMERINTAHAN DAN i S, EL
2 KESEJAHTERAAN Balangan d:ggyl')ap(;(an oleh Rp. 16.379.925.000 KESEJAHTERAAN Balangan d;(tg[l')a%}(an oleh Rp. 16.379.925.700
RAKYAT SKPD (%) RAKYAT SKPD (%)
Rata-rata Capaian Rata-rata Capaian
Kinerja SKPD dan Kinerja SKPD dan
Unit Kerja garis = Unit Kerja garis e
koordinasi (%) koordinasi (%)
% SKPD yang % SKPD yang
menyusun bahan menyusun bahan
LPPD secara 100% LPPD secara 100%
sistematis dan data sistematis dan data
Kegiatan : terisi lengkap Ceaiatan  Administras terisi lengkap
9 | Administrasi Tata Balangan| % Kecamatan Rp. 898.465.000 Ta?a Perﬁerintahan Balangan | % Kecamatan Rp. 898.465.700
Pemerintahan dengan kualitas 100% dengan kualitas 100%
PATEN predikat Baik PATEN predikat Baik
Jumlah pilar batas Jumlah pilar batas
daerah sesuai titik 20% daerah sesuai titik 20%
koordinat koordinat
Sub Kegiatan : ilu:;:?ge?:;kt:?:n Sub Kegiatan : Penataan Lug:?ge?‘c;kt:r;:n
30 | Penataan Administrasi Balangan . . 1 Rp. 642.467.100 Administrasi Balangan . . 1 Rp. 642.467.100
. Administrasi . Administrasi
Pemerintahan . Pemerintahan .
Pemerintahan Pemerintahan
Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen
31 | Pengelolaan Balangan | Hasil Pengelolaan 1 Rp. 131.690.000 Pengelolaan Balangan | Hasil Pengelolaan 1 Rp. 131.690.000
Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi




Kewilayahan

Kewilayahan

Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen

Sub Kegiatan : Fasilitasi

Jumlah Dokumen

32 Fasilitasi Pelaksanaan Balangan Hasil Fasilitasi 1 Rp. 124.308.600 Pelaksanaan Otonomi Balangan Hasil Fasilitasi 1 Rp. 124.308.600
. Pelaksanaan Pelaksanaan
Otonomi Daerah . Daerah .
Otonomi Daerah Otonomi Daerah
ERGIES persentase kebijakan
CEISTEL D 2T bidang kesejahteraan
Kegiatan : kesejahteraan rakyat 100 s a? - Jte S 100
Pelgaksanéan yang tepat sasaran Kegiatan : Pelaksanaan = asyar a);] (02) P
10 Kebiiakan Balangan| (%) Rp. 14.017.637.250 Kebijakan Balangan Rp. 14.017.637.250
J Persentase Tempat Kesejahteraan Rakyat Persentase Tempat
Kesejahteraan Rakyat
Ibadah yang Ibadah yang
; 100 ; 100
berfungsi dengan berfungsi dengan
baik (%) baik (%)
Sub Kegiatan : L”e‘“;:fgazf’lt‘t‘:;’le" Sub Kegiatan : Fasilitasi L”g:fgazm‘t‘:;e"
33 | Fasilitasi Pengelolaan Balangan 1 Rp. 10.078.932.150 Pengelolaan Bina Mental | Balangan 1 Rp. 10.078.932.150
Bina Mental Spiritual Pengelolaan Spiritual Pengelolaan
p Bina Mental Spiritual P Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan, Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Evaluasi, dan
Sub Kegiatan : Capaian Kinerja . . Capaian Kinerja
Pelaksanaan Terkait Sub Kegiatan : . Terkait
34 | Kebijakan, Evaluasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan, Kesejahteraan Sosial
! ! Balangan 1 Rp. 3.787.358.000 Evaluasi, dan Capaian Balangan 1 Rp. 3.787.358.000

dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Sosial

yang Meliputi Urusan
Sosial, Transmigrasi,
Kesehatan,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,

Kinerja terkait
Kesejahteraan Sosial

yang Meliputi Urusan
Sosial, Transmigrasi,
Kesehatan,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,




Administrasi
Kependudukan

Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan
Masyarakat

dan Desa,
Pengendalian
Penduduk dan KB

Administrasi
Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat

dan Desa,
Pengendalian
Penduduk dan KB

35

Sub Kegiatan :
Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi,

Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat yang

Sub Kegiatan :
Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian

Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat yang

. L Balangan | Meliputi Urusan 1 Rp. 151.347.100 Lo - Balangan | Meliputi Urusan 1 Rp. 151.347.100
dan Capaian Kinerja K daan dan Kinerja terkait Kepemudaan dan
terkait Kesejahteraan epemudaa Lo Kesejahteraan p .
Masyarakat Olahr'ag'a, Pariwisata, Masyarakat Olahr.ag.a, Pariwisata,
Pendidikan, Pendidikan,
Kebudayaan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Perpustakaan,
Kearsipan, Kearsipan, Trantibum
Trantibum Linmas Linmas
Persentase produk Persentase produk
hukum yang berhasil hukum yang berhasil
di harmonisasikan AR di harmonisasikan e
(%) (%)
persentase persentase
Kegiatan : Fasilitasi kasus/pengaduan Kegiatan : Fasilitasi dan kasus/pengaduan
= dan Koordinasi Hukum e yang terselesaikan AR i SEL G2 S0 Koordinasi Hukum ElfemgEn yang terselesaikan e e
(%) (%)
tingkat kepuasan tingkat kepuasan
rI;ayanan prpduk ' 100% Layanan pr'oduk ' 100%
ukum dan informasi hukum dan informasi
hukum (%) hukum (%)
36 Sub Kegiatan : Jumlah Produk Sub Kegiatan : Fasilitasi Jumlah Produk
Fasilitasi Penyusunan Balangan | Hukum Daerah yang 1 Rp. 401.570.000 Penyusunan Produk Balangan | Hukum Daerah yang 1 Rp. 401.570.000

Produk Hukum Daerah

Disusun

Hukum Daerah

Disusun




Sub Kegiatan :

Jumlah Kasus yang

Jumlah Kasus yang

37 | Fasilitasi Bantuan Balangan | Mendapatkan 1 Rp. 444.832.125 SubKegiatan : Fasilitasi | g5, | Mendapatkan 1 Rp. 444.832.125
Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum Fasilitasi
Bantuan Hukum Bantuan Hukum
Sub Kegiatan : Jumlah Produk Sub Kegiatan : Jumlah Produk
38 Pendokumentasian Hukum dan Pendokumentasian Hukum dan
Produk Hukum dan Balangan | Pengelolaan 2 Rp. 114.319.375 Produk Hukum dan Balangan | Pengelolaan 2 Rp. 114.319.375
Pengelolaan Informasi Informasi Hukum Pengelolaan Informasi Informasi Hukum
Hukum yang Didokumentasi Hukum yang Didokumentasi
Jumlah dokume Jumlah dokume
Kegiatan : Fasilitasi kesepakatan Kegiatan : Fasilitasi kesepakatan
L2 Kerjasama Daerah B Mg kerjasama daerah Ao A O 2 Kerjasama Daerah el kerjasama daerah LY {7 SOE A0
yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
39 Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Sub Kegiatan : Fasilitasi Jumlah Dokumen
Fasilitasi Kerja Sama Balangan | Hasil Fasilitasi Kerja 10 Rp. 503.101.250 Kerja Sama Dalam Balangan | Hasil Fasilitasi Kerja 10 Rp. 503.101.250
Dalam Negeri Sama Dalam Negeri Negeri Sama Dalam Negeri
FERTENESE Persentase kebijakan
kebijakan di bidang di bidang )
PO GET Perekonomian dan
Pembangunan yang 100 Pembanaunan van 100
PROGRAM diimplementasikan/ PROGRAM S Ien?entasi);(angd
3 PEREKONOMIAN DAN Balangan | diterapkan oleh Rp. 1.528.565.000 PEREKONOMIAN DAN Balangan iterapkan oleh SKPD Rp. 2.691.055.900
PEMBANGUNAN SKPD PEMBANGUNAN P
Rata-rata Capaian Rata-rata Capaian
Kinerja SKPD dan 100 Kinerja SKPD dan 100

Unit Kerja garis
koordinasi

Unit Kerja garis
koordinasi




Persentase
peningkatan

Persentase
peningkatan

Kegiatan : pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan pelaksanaan
13 | Pelaksanaan Balangan | KePlakan sektor 80 Rp. 507.460.580 Kebijakan Balangan | Hebiiakan sektor 80 | Rp.547.008.580
Kebijakan perekonomian yang . perekonomian yang
. . Perekonomian .
Perekonomian berhasil berhasil
ditindaklanjuti oleh ditindaklanjuti oleh
SKPD terkait (%) SKPD terkait (%)
Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi, Hasil Koordinasi, Sub Kegiatan : Hasil Koordinasi,
40 Sinkronisasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Balangan | Monitoring dan 4 Rp. 50.604.000 Monitoring dan Evaluasi | Balangan | Monitoring dan 4 Rp. 90.152.000
Evaluasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD Pengelolaan BUMD BUMD dan BLUD Pengelolaan BUMD
dan BLUD dan BLUD dan BLUD
Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil
41 | Pengendalian dan Hasil Pengendalian . Pengendalian dan
Distribusi Balangan dan Distribusi 4 Rp. 210.139.080 Pc.eng.end.ahan dan . Balangan Distribusi 4 Rp. 210.139.080
. . Distribusi Perekonomian .
Perekonomian Perekonomian Perekonomian
Sub Kegiatan : Jumllah Dokumen Sub Kegiatan : Jumllah Dokumen
42 | Perencanaan dan Hasil Perencanaan Perencanaan dan Hasil Perencanaan
. Balangan | dan 1 Rp. 93.783.560 . Balangan | dan 1 Rp. 93.783.560
Pengawasan Ekonomi Pengawasan Ekonomi
Mikro kecil Pengawasan Mikro kecil Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil Ekonomi Mikro Kecil
Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
o Hasil Koordinasi, Sub Kegiatan : Hasil Koordinasi,
Koordinasi, . . o L . .
43 . L Sinkronisasi Rp Koordinasi, sinkronisasi Sinkronisasi Rp
sinkronisasi dan Balangan . 1 . o Balangan . 1
- , dan Evaluasi dan evaluasi kebijakan dan Evaluasi
evaluasi kebijakan Kebijakan pembentukan BLUD Kebijakan
pembentukan BLUD Pembentukan BLUD Pembentukan BLUD




Sub Kegiatan :
Koordinasi,

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,

Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,

44 Sinkronisasi dan Balangan SlnkronlsaSI_ 1 Rp. 152.933.940 goorgln?su S.Ilzk[;?.mzas' Balangan SlnkronlsaSI_ 1 Rp. 152.933.940
Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi an Evaluasi Kebijakan dan Evaluasi
;. Kebijakan Pendirian Pendirian BUMD Kebijakan Pendirian
Pendirian BUMD BUMD BUMD
Persentase telaahan Persentase telaahan
[ arahan kebijakan 100 [ arahan kebijakan 100
yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
i o % . %
ggglfézaéan I(Deor)sentase temuan BRI 2 (PO SEEET I(Dgzsentase temuan
14 e q Balangan Fonih Rp. 318.994.560 Administrasi Balangan o Rp. 747.924.000
Administrasi monitoring dan B SR monitoring dan
Pembangunan evaluasi program g evaluasi program
100 100
pembangunan pembangunan
daerah yang daerah yang
ditindaklanjuti (%) ditindaklanjuti (%)
Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Fasilitagi Pen -usunan Hasil Fasilitasi Sub Kegiatan : Fasilitasi Hasil Fasilitasi
45 Program y Balangan | Penyusunan Program 4 Rp. 120.344.400 Penyusunan Program Balangan | Penyusunan Program 4 Rp. 323.394.000
Pen%ban unan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
g Daerah Daerah
Sub Kegiatan : Lzr;:aﬁehzzg:gl]ian Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil
46 | Pengendalian dan Balangan | dan Evaluasi 4 Rp. 116.050.680 Pengendalian dan Balangan | Lengendalian dan 4 Rp. 264.315.000
Evaluasi Program Program Evaluasi Program Evaluasi Program
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
. . Jumlah Laporan . . Jumlah Laporan Hasil
Sub Kegiatan : . Hasil Pengelolaan Sub Kegiatan : . Pengelolaan Evaluasi
Pengelolaan Evaluasi Evaluasi dan Pengelolaan Evaluasi dan
47 | dan Pelaporan Balangan 4 Rp. 82.599.480 dan Pelaporan Balangan 4 Rp. 160.215.000
Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Pelaporan
Pemb Pelaksanaan Pemb. Pelaksanaan
embangunan Pembangunan embangunan Pembangunan
Pemanfaatan Sistem 100 Pemanfaatan Sistem 100
Pengadaan (%) Pengadaan (%)
. Tingkat Kematangan : Tingkat Kematangan
Kegiatan : Pengelolaan UKPBJ | : Kegiatan : Pengelolaan 3
evel proaktif 88 UKPBJ level proaktif 88
15 | Pengadaan Barang dan | Balangan (%) p Rp. 658.067.460 Pengadaan Barang dan Balangan (%) P Rp. 1.316.134.920
Jasa — Jasa ——
Kualifikasi dan Kualifikasi dan
Kompetensi SDM 50 Kompetensi SDM PBJ 50

PBJ (%)

(%)




Sub Kegiatan :
Pengelolaan

Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan

Sub Kegiatan :

Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan

48 Pengadaan Barang dan Balangan Pengadaan 1 Rp 218.579.820 ggl:agslolc?::giggadaan Balangan Pengadaan 1 Rp. 437.159.640
Jasa Barang dan Jasa g Barang dan Jasa
Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen
49 | Pengelolaan Layanan Hasil Layanan Pengelolaan Layanan Hasil Layanan
Pengadaan secara Balangan Pengadaan Secara 1 Rp. 202.500.000 Pengadaan secara Balangan Pengadaan Secara 1 Rp. 405.000.000
Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik
Sub Kegiatan : Jumla_h °Ta“g yang Sub Kegiatan : Jumla_h °Ta"g yang
50 | Pembinaan dan Mengikuti Pembinaan dan Mengikuti
- Balangan | Pembinaan dan 10 Rp. 236.987.640 . Balangan | Pembinaan dan 10 Rp. 473.975.280
Advokasi Pengadaan : Advokasi Pengadaan .
Barang dan Jasa Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Advokasi Pengadaan
g Barang dan Jasa g Barang dan Jasa
Persentase Persentase
Kegiatan : permasalahan yang Kegiatan : Pemantauan permasalahan yang
16 | Pemantauan Kebijakan [Balangan | berhasil difaslilitasi 20 Rp. 44.042.400 Kebijakan Sumber Daya | Balangan | berhasil difaslilitasi 20 Rp. 79.988.400
Sumber Daya Alam dan ditindaklanjuti Alam dan ditindaklanjuti
(%) (%)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi, Hasil Koordinasi,
Sub Kegiatan : Slnkronlsa5|: Smkronlsas[,
o dan Evaluasi . dan Evaluasi
Koordinasi, Kebiiakan Urusan Sub Kegiatan : Kebiiakan Urusan
51 Sinkronisasi, dan Pertlzjanian P:n an Koordinasi, Sinkronisasi, Pertlimian P:n an
Evaluasi Kebijakan Balangan i gan, 1 dan Evaluasi Kebijakan Balangan ’ gan, 1 Rp. 54.048.400
. Kehutanan, Kelautan . Kehutanan, Kelautan
Pertanian, Kehutanan, . Pertanian, Kehutanan, .
dan Perikanan, . dan Perikanan,
Kelautan dan Kelautan dan Perikanan
Perikanan Perdagangan, Perdagangan,
Perindustrian, Perindustrian, KUKM,
KUKM, Penanaman Penanaman Modal,
Modal, Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Jumlah tindak lanjut Jumilah tindak lanjut
rekomendasi hasil rekomendasi hasil
Sub Kegiatan : koordinasi,sinkronisa . koordinasi,sinkronisa
Lo, . . Sub Kegiatan : . .
Koordinasi, si dan evaluasi Lo L si dan evaluasi
52 | Sinkronisasi, dan elaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, elaksanaan
§ Balangan p 1 Rp. 44.042.400 dan Evaluasi Kebijakan Balangan p 1 Rp. 44.042.400

Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

kebijakan sektor
pertambangan dan
lingkungan hidup
pada SKPD terkait
(rekomendasi)

Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

kebijakan sektor
pertambangan dan
lingkungan hidup
pada SKPD terkait
(rekomendasi)




53

Sub Kegiatan :
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan
Energi dan Air

Balangan

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi,

dan Evaluasi
Kebijakan Urusan
Energi dan Air,
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman,
Pertanahan

Rp

Sub Kegiatan :
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Evaluasi Kebijakan
Energi dan Air

Balangan

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi,

dan Evaluasi
Kebijakan Urusan
Energi dan Air,
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman,
Pertanahan

Rp. 35.946.000

Jumlah

Rp. 44.459.855.950

Rp. 59.204.361.889




2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
Musrenbang Tingkat Kabupaten yang melibatkan unit kerja dan

satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menghasilkan usulan
kebutuhan kegiatan. Hasil itu selanjutnya dibahas lagi dalam
Musrenbang dengan stakeholder untuk mengevaluasi apakah usulan
tersebut memang merupakan kegiatan yang benar-benar diperlukan di
masyarakat. Stakeholder yang terlibat antara lain LSM, perguruan

tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi profesi,
kelompok/ forum informasi masyarakat, dan sebagainya. Peranan
Sekretariat  Daerah adalah mengoordinasikan  usulan-usulan

masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis

yang menangani.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Sekretariat Daerah Tahun 2023

Besaran / R

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Volume




BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025, proses pencapaian visi dan misi nasional
dilakukan melalui pentahapan 5 (lima) tahunan. Dalam proses tersebut,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-
2021 ini adalah tahapan Pertama dengan penekanan prioritas pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan
kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan daya saing
perekonomian.

Pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan
sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian.
Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam
keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi
saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam
suatu negara maupun antar bangsa.

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu
mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang
telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan
sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak
harus dibangun dengan memperkuat kemampuan nasional di bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai
kemajuan sekaligus kemandirian. Namun demikian, kemandirian yang
dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian.

Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan
yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik
dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih dalam kehidupan
bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi
dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar
bangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang
proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan
konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi

saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya,


http://bappedajateng.info/index.php?option=com_content&view=article&id=694&Itemid=140
http://bappedajateng.info/index.php?option=com_content&view=article&id=694&Itemid=140
http://bappedajateng.info/index.php?option=com_content&view=article&id=694&Itemid=140
http://bappedajateng.info/index.php?option=com_content&view=article&id=694&Itemid=140

perimbangannya, maupun nilai-nilai  yang mendasari dan

mempengaruhinya Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu
memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;

2. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum
dalam menjalankan tugasnya;

3. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang
bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya
ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan

4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai
dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, intergritas, dan etos
kerja sumber daya manusia.

Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya
manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan
memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang
tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi
kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan
pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki
sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan
dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi
keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan
ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.
Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek
kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun
pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak
boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata.

Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan,
pranatapranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan
sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya
mencerminkan sikap seseorang atau sebuah berbagai tantangan.
Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah
tantangan.

Masalah kebudayaan dalam arti yang seluasnya dan kemajuan
suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan konomi
semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam
kelembagaan, pranatapranata, dan nilai-nilai yang mendasari

kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, seluruh



3.2.

bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan
memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta

pengurangan kesenjangan.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten
Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif
dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021
- 2026 yaitu:

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG
LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan
perkotaan;

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis
pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
Balangan;

4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai
abdi masyarakat dan abdi negara;

5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta
pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan
sub kegiatannya mengacu pada pencapaian misi ke-4 Kabupaten
Balangan yaitu:

“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan

Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”

Perwujudan pelaksanaan misi ke-4 tersebut menjadi Visi dari
Sekretariat Daerah yang juga merupakan visi dari RPJMD 2021-2026

yaitu:

"Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan

Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”



Pencapaian Visi Sekretarariat Daerah tersebut dengan
melaksanakan misi dan tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan
harus memenuhi kriteria dapat diukur, disusun dengan bahasa yang
jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan
permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan
diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yaitu
terwujudnya tata kelola perumusan kebijakan dan koordinasi

pemerintahan yang efektif.

Indikator Tujuan Sekretariat Daerah sebagai berikut:
1. Nilai SAKIP;

2. Indeks Pelayanan Publik;

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

4. Nilai EKPPD.

Pencapaian tujuan Sekretariat Daerah tersebut tidak lepas dari
pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat. Adapun Sasaran

tersebut adalah meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi.

Adapun rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran beserta

target disampaikan pada tabel 3.2



Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
Indikator Pada Tahun 2021-2026
No Tujuan Sasaran Tujuan/
Sasaran 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nilai SAKIP B=68,4 | BB=70,4 | BB=72,4 | BB=74,4 | BB=76,4 | BB=78,2
Indeks
Pelayanan 3,01(-B) | 3,40(-B) | 3,51(B) 3,80(B) | 4,01(-A) 4,91(A)
Meningkatnya Meningkatnya Publik
1 Kualitas Kualitas
Reformasi Reformasi KIndeks
Birokrasi Birokrasi €puasan
Masyarakat 82,55 83,60 83,70 84 84,50 85
(IKM)
Nilai EKPPD 3,5750 3,5850 3,5900 3,5930 3,5970 3,6000




3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah
merupakan program yang disusun berdasarkan kebutuhan akan
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Balangan.
Sekretariat dalam tugas dan fungsinya sebagai SKPD yang menunjang
keberhasilan pencapaian misi ke-4 Kepala Daerah yang tertuang dalam
Kebijakan umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten
Balangan Tahun 2021-2026.

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah
terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang
berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Sekretariat sebagai
salah satu SKPD yang mendukung pencapaian misi ke-4 Kepala daerah
kabupaten Balangan dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka
peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal
(SPM), penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan menuju
kepada good governance dan clear government. Untuk itu, diperlukan
regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah
yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja,
kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang
karir serta sistem reward dan punishment yang tepat dan memadai.

Program dan kegiatan prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran
serta indikator sasaran RPJMD yang dilaksanakan oleh Sekretariat

Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3



Tabel 3.3

Program Kegiatan Prioritas Pendukung sasaran RPJMD
Kabupaten Balangan Tahun 2022

Indikator Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub

Unit

No. Sasaran RPIJMD (Outcome) Target 2022 Sasaran SKPD IKU SKPD Target 2022 Kegiatan Penanggungjawab
Program: Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
NILAI SAKIP BB =70.4 NILAI SAKIP BB=70.4 Kegiatan: Penataan Organisasi
Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja
dan Reformasi Birokrasi
Bagian Organisasi
. Indeks Pelgyanan 3,40 (B) Indeks Pel?yanan 3,40 (B)
Meningkatnya Publik . Publik
. Kualitas Meningkatnya Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan
Reformasi Indeks Kepuasan 83.6 Kuahlt;:foif;::mag Indeks Kepuasan 836 Publik dan Tata Laksana
Birokrasi Masyarakat (IKM) ' Masyarakat (IKM) ’
Program: Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan: Administrasi Tata Bagian
Nilai EKPPD 3.5850 Nilai EKPPD 3.5850 Pemerintahan g

Sub Kegiatan: Fasilitasi
Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pemerintahan




BAB 1V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 sudah mengacu kepada Kemendagri 050 Tahun 2021
yang telah menjabarkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai
dengan SKPD pengampu dari program kegiatan yang di maksud, baik untuk
mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi
dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.

Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan
pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari
program perangkat daerah tahun 2023. Tahun 2023 Sekretariat Daerah
akan melaksanakan 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 53 (lima
puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu belanja operasi sebesar Rp.
136.933.515.443,- (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga
Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh
Tiga Rupiah). Termasuk di dalamnya adalah belanja untuk pemenuhan gaji
dan tunjangan baik untuk pegawai Sekretariat Daerah dan untuk Bupati
dan Wakil Bupati serta belanja bantuan keuangan hibah untuk organisasi
keagamaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Balangan di tahun 2023.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan wurusan/
fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat

Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.



Tabel 4
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2024

Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan L okasi C-I;i argigz Kebutuhan Dana/Pagu C-;ara?izz Kebutuhan Dana/
paia Indikatif pale Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1) (2) 3 4) ®) (6) (1) 8
Persentase kebijakan di bidang
Pengadministrasi Umum yang 0 0
EJRR(L)J(S;,EQ'\SEPI\ﬁEIILQJIT\I#AX\:—?AN diimplementasikan/diterapkan 100% Rp 100% Rp
oleh SKPD (%
0101 DAERAH () Balangan 67.547.342.993 70.924.710.143
KABUPATEN/KOTA Rata-rata Capaian Kinerja
SKPD dan Unit Kerja garis 100% 100%
koordinasi (%)
Persentasi dokumen
Kegiatan : Perencanaan, perencanaan, pengganggaran, R R
01011201 Penganggaran, dan Evaluasi dan evaluasi perangkat daerah Balangan 100% 1645 427 400 100% 1 ?27 709.270
Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu T e
(%)
Sub Kegiatan : Penyusunan
Jumlah Dokumen Perencanaan Rp Rp
01| 01| 2,01 | 01 | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Balangan | 2 Dokumen 1.526.617.200 2 Dokumen 1.602.948.060
Perangkat Daerah




Sub Kegiatan : Koordinasi dan

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Rp Rp
01017120106 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi Penyusunan Balangan | 6 Laporan 118.820.200 6 Laporan 124.761.210
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Cakupan Pelaksanaan
Kegiatan : Administrasi Administrasi Keuangan 0 Rp 0 Rp
011017202 Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah sesuai Balangan 100% 14.968.106.468 100% 15.716.511.791
ketentuan yang berlaku (%)
. . " Jumlah Orang yang Menerima
Sub Kegiatan : Peyediaan gaji " ? Rp Rp
010120201 dan tunjangan ASN ?;ljjllfna;n Tunjangan ASN Balangan | 12 Bulan 14 660.319.668 12 Bulan 15 393.335.651
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Rp Rp
0101120203 Pengujian/Verifikasi Keuangan | Pengujian/Verifikasi Keuangan Balangan | 1 Dokumen 102.610.000 1 Dokumen 107.740.500
SKPD SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Akhir Tahun SKPD dan Rp Rp
01| 01| 2.02 | 05 | Penyusunan Laporan Keuangan | Laporan Hasil Koordinasi Balangan | 1 Laporan 114.361.300 1 Laporan 120.079.365

Akhir Tahun SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD




Sub Kegiatan : Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi

Rp

Rp

0110120207 Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Penyusunan Laporan Keuangan Balangan | 12 Laporan 90.815.500 12 Laporan 95.356.275
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
. . - . Persentase ASN yang Mendapat
01|01 205 Kegiatan ._Admlnlstra5| Pelayanan Administrasi Balangan 100% Rp 0% Rp
Kepegawaian Perangkat Daerah . : 321.725.000 -
Kepegawaian sesuai SOP
Sub Kegiatan : Pengadaan . .
: . . Jumlah Paket Pakaian Dinas Rp Rp
01| 01 | 2.05| 02 | Pakaian Dinas beserta Atribut Beserta Atribut Kelengkapan Balangan 1 Paket 321.725.000 0 i
Kelengkapannya
Kegiatan : Administrasi Umum | Cakupan pelaksanaan 0 Rp 0 Rp
01101 2.06 Perangkat Daerah administrasi umum (%) Balangan 100% 16.148.651.290 100% 16.956.083.855
Jumlah Paket Komponen
Sub Kegiatan : Penyediaan Instalasi Rp Rp
01| 01| 2.06 | 01 | Komponen Instalasi Listrik/ Listrik/Penerangan Bangunan Balangan 2 Paket 516.188.600 2 Paket 541 998.030
Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang
Disediakan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan Rp Rp
01| 01| 2.06 | 02 | Peralatan dan Perlengkapan Perleng.kapgn Kantor Balangan 1 Paket 3.775.779.190 1 Paket 3.964.568.150
Kantor yang Disediakan
. . Jumlah Paket Peralatan Rumah
Sub Kegiatan : Penyediaan Rp Rp
011011206 03| 5o jatan Rumah Tangga Tangga yang Balangan | 1Paket | ) 96 167 900 LPaket | 5 095.976.295
Disediakan
. . Jumlah Paket Bahan Logistik
Sub Kegiatan : Penyediaan Rp Rp
011011206 04 pohan Logistik Kantor Kantor yang Balangan | 1Paket | gg¢ 835 300 L1Paket | 4 436142415
Disediakan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan Rp Rp
01| 01| 2.06 | 05 | Barang Cetakan dan dan Penggandaan Balangan 1 Paket 783.967.300 1 Paket 822 430.665

Penggandaan

yang Disediakan




Sub Kegiatan : Penyelenggaraan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat

467

Rp

467

Rp

0101} 2.06 | 09 | Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Balangan Laporan | 8.090.446.000 Laporan 8.494.968.300
Konsultasi SKPD
SKPD
Kegiatan : Penyediaan Jasa Waktu Penyediaan Jasa Rp Rp
0101|208 Penunjang Urusan Pemerintahan | Penunjang Urusan Pemerintahan | Balangan | 12 Bulan 7792.981.100 12 Bulan 8.182.630.155
Daerah Daerah (bulan)
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa :]lzsn;IaKhO;aupnc;g;iPenyedlaan Rp Rp
01|01 2.08| 02 Komu_nlk_a5|, Sumber Daya Air Sumber Daya Air dan Listrik Balangan | 12 Laporan 3.524.000.000 12 Laporan 3.700.200.000
dan Listrik L
yang Disediakan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa jzsn;Igr;r;?apftg;agaienyedlaan Rp Rp
01| 01| 2.08 | 03 | Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Balangan | 12 Laporan 1.686.854.300 12 Laporan 1771.197.015
Kantor Lo
Disediakan
. . Jumlah Laporan Penyediaan
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Rp Rp
0101120804 Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan - Balangan | 12 Laporan 2.582.126.800 12 Laporan 2.711.233.140
Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan : Pemeliharaan Barang | Waktu Pemeliharaan Barang Rp Rp
01|01] 2.09 Milik Daerah Penunjang Urusan | Milik Daerah Penunjang Urusan | Balangan | 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (bulan) 18.464.036.523 19.387.238.349
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Rp Rp
01| 01| 2.09 | 01 | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Balangan 50 Unit 8.605.565.250 50 Unit 9.035.843.513

Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dipelihara dan
Dibayarkan Pajaknya




Jumlah Peralatan dan Mesin

Sub Kegiatan : Pemeliharaan . . Rp . Rp
0110112091 08 | poyajatan dan Mesin Lainnya | S2INNY2 yang Balangan | 20 Unit | 559 404 000 20Unit 1 565 874 200
Dipelihara
Sub Kegiatan :
01| 01 | 2.09 | gg | Pemeliharaan/Rehabilitasi éuamlihn;e?_l;?r?n}(:mor e Balangan | 3 Unit | P 3unit | P
: Gedung Kantor dan Bangunan gunan Lainnya - - g 5.736.407.273 6.023.227.637
. yang Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor . Rp . Rp
0101120910 Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang Balangan 3 Unit 1.736.775.000 3 Unit 1.823.613.750
Kantor atau Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Rp Rp
01| 01| 2.09 | 11 | Sarana dan Prasarana Ge_dung Kantor atau Bangunan Balangan 3 Unit 1.855.885.000 3 Unit 1.948.679.250
Pendukung Gedung Kantor atau | Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Kegiatan : Administrasi Persentase pimpinan yang
Keuangan dan Operasional . : o . 0 Rp 0 Rp
01101} 211 Kepala Daerah dan Wakil ﬂ"aya“' administrasi Balangan | 100% 3.018.543.512 100% | 4 114.470.688
euangannya
Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Menerima
Sub Kegiatan : Penyediaaan gaji | Gaji dan Rp Rp
01| 01| 2,11 | 01 | dan tunjangan Kepala daerah Tunjangan Kepala Daerah dan Balangan | 12 Bulan 12 Bulan
dan wakil kepala daera Wakil Kepala 2:544.503.512 2:671.728.688
Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan
01|01 21102 Pakaian Dinas dan Atribut ﬁfarllebnmka an Kepala Daerah Balangan 1 Paket Rp 1 Paket Rp
’ Kelengkapan Kepala Daerah grap P g 974.040.000 1.022.742.000

dan Wakil Kepala Daerah

dan Wakil Kepala
Daerah yang Disediakan




Sub Kegiatan : Penyediaaan

Jumlah Orang yang Menerima
Dana Penunjang

dana penunjang operasional . Rp Rp
0110112111 041 enala daerah dan wakil kepala \?v%ekrﬁ‘s}g‘a;la’(epa'a Daerah dan | Balangan | 2 0rang | 444 099 000 20rang | 450.000.000
daerah P
Daerah
Persentase SKPD yang memiliki 0 0
nilai budaya kerja baik (SKPD) 33,33% 33,33%
Nilai laporan kinerja Pemda
Persentase SKPD dengan 0 0
kualifikasi nilai SAKIP BB 63,33% 63,33%
Indeks kelembagaan 77,60 77,60
Persentase SKPD dengan
dokumen jabatan lengkap 100% 100%
0101|213 Kegiatan : Penataan Organisasi | Jor: 30K evajab) Bal Rp Rp
! egatan - Fenataan Drganisasl I o sentase SKPD yang alangan 2.562.187.000 2.690.296.350
melaksanakan tata laksana 100% 100%
dengan baik
Persentase bagian pada Setda 0 0
yang memiliki nilai IKM baik 100% 100%
Persentase SKPD (Unit
Pelayanan Publik) yang 100% 100%
memiliki nilai IKM baik
Persentase SKPD dengan nilai 0 0
IPP baik 100% 100%
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan 65 : Rp
01| 01| 2,13 | 01 | Kelembagaan dan Analisis Kelembagaan dan Analisis Balangan | 5\ en p 1 Dokumen 517 025,950

Jabatan

Jabatan

492.405.000




Sub Kegiatan : Fasilitasi

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

- . Rp Rp
01| 01| 2,13 | 02 | Pelayanan Publik dan Tata Pelayanan Publik Balangan | 4 Laporan 2 Laporan
Laksana dan Tata Laksana 386.225.000 405.536.250
: . Jumlah Dokumen Peningkatan
Sub Kegiatan : Peningkatan A Rp Rp
011012131 03 | \inerja dan Reformasi Birokrasi | fineradan =~ Balangan | 4 Dokumen 1.683.557.000 1 Dokumen | 4 767 734 850
Reformasi Birokrasi
Persentase Kegiatan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala 100% 100%
Daerah yang dilayani (%)
Kegiatan : Pelaksanaan Rp Rp
011011214 Pelayanan Protokol dan Persentase cakupan media Balangan 1.725.674.700 1.811.958.435
Komunikasi Pimpinan informasi komunikasi publik
yang mempublikasikan kegiatan 100% 100%
pembangunan daerah di
Kabupaten Balangan (%)
Sub Kegiatan : Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rp Rp
0101214 01 Keprotokolan Keprotokolan Balangan | 1 Laporan 561.164.500 1 Laporan 589.222.725
. A Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Sub Kegiatan : Fasilitasi O Rp Rp
011011214102 |\ smunikasi Pimpinan Komunikasi Balangan | 1 Laporan | gg5 g0 000 LLaporan | 611 940,000
Pimpinan
Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Rp Rp
01|01 21403 Pgndgkumenta&an Tugas Pgndgkumentaman Tugas Balangan | 5 Laporan 581.710.200 5 Laporan 610.795.710
Pimpinan Pimpinan
Persentase kebijakan di bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat yang 100% 100%
PROGRAM PEMERINTAHAN diimplementasikan/diterapkan Rp Rp
0102 DAN KESEJAHTERAAN oleh SKPD (%) Balangan 65.939.353.300 69.236.320.965
RAKYAT
Rata-rata Capaian Kinerja
SKPD dan Unit Kerja garis 100% 100%

koordinasi (%)




% SKPD yang menyusun bahan

LPPD secara sistematis dan data 100% 100%
terisi lengkap
Kegiatan : Administrasi Tata Rp Rp
01102 2.01 Pemerintahan % Kecamatan dengan kualitas Balangan 1.155.417.900 1.213.188.795
. . 100% 100%
PATEN predikat Baik
Jumlah pilar batas daerah sesuai . .
titik koordinat 20 Pilar 20 Pilar
. Jumlah Dokumen Hasil
Sub Kegiatan : Penataan L : Rp Rp
01]02]201|01 Administrasi Pemerintahan Penata_an Administrasi Balangan | 4 Dokumen 642 378.200 1 Dokumen 674.497 110
Pemerintahan
. Jumlah Dokumen Hasil
Sub Kegiatan : Pengelolaan - . Rp Rp
010220102 Administrasi Kewilayahan Peng_elolaan Administrasi Balangan | 2 Dokumen 304.447.700 1 Dokumen 319 670.085
Kewilayahan
. A Jumlah Dokumen Hasil
Sub Kegiatan : Fasilitasi S . Rp Rp
01|02 20103 Pelaksanaan Otonomi Daerah Il::)isel:gﬁm Pelaksanaan Otonomi | Balangan | 3 Dokumen 208.592.000 1 Dokumen 219.021.600
persentase kebijakan bidang
kesejahteraan rakyat yang tepat 100% 100%
Kegiatan : Pelaksanaan sasaran (%) Rp Rp
01102202 Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Balangan 63.278.489.200 66.442.413.660
Persentase Tempat Ibadah yang 0 0
berfungsi dengan baik (%) 100% 100%
Sub Kegiatan : Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil R R
01| 02| 2,02 | 01 | Pengelolaan Bina Mental Fasilitasi Pengelolaan Balangan | 5 Dokumen P 1 Dokumen P

Spiritual

Bina Mental Spiritual

10.194.938.200

10.704.685.110




Sub Kegiatan : Pelaksanaan

Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial

yang Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi,

Kebijakan, Evaluasi, dan Kesehatan, Pemberdayaan Rp Rp
011 0212,021 02 | -2haian Kinerja terkait Perempuan dan Balangan | 3 Dokumen 47.423.170.000 2 Dokumen | 49'794.328.500
Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB
Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Sub Kegiatan : Pelaksanaan &Zggsﬂtg;gi”&;—gggtkm yang
Kebijakan, Evaluasi, dan A Rp Rp
011021202 03| o aian Kinerja terkait (';’;f]"gf;;]g;fa;‘aﬁjﬁseg;daa” Balangan | 2 Dokumen | 5 g 381 000 2 Dokumen | 5 943 400,050
Kesejahteraan Masyarakat Pendiidikan, Kebudayaan
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas
Persentase produk hukum yang 0 0
Kegiat Fasilitasi d berhasil di harmonisasikan (%) 100% R 100% R
egiatan : Fasilitasi dan p p
01102203 Koordinasi Hukum Balangan 1.058.291.200 1.111.205.760
persentase kasus/pengaduan 100% 100%

yang terselesaikan (%)




tingkat kepuasan Layanan

produk hukum dan informasi 100% 100%
hukum (%)
Sub Kegiatan : Fasilitasi
Jumlah Produk Hukum Daerah 500 Rp Rp
010220301 Eirgr/;ﬁunan Produk Hukum yang Disusun Balangan Dokumen | 554.542.200 1 Dokumen 582269 310
. e re Jumlah Kasus yang
Sub Kegiatan : Fasilitasi A Rp Rp
01|02 20302 Bantuan Hukum lg/laenrlﬂzﬁalt_'kj?ul:ﬁ5|llta5| Balangan | 10 Kasus 341.727.000 1 Kasus 358.813.350
Sub Kegiatan :
. Jumlah Produk Hukum dan
Pendokumentasian Produk . 500 Rp Rp
0110220303 Hukum dan Pengelolaan Pengelqlaan Informa_15| Hukum Balangan Dokumen | 162.022.000 1 Dokumen 170.123.100
. yang Didokumentasi
Informasi Hukum
. e . Jumlah dokume kesepakatan
Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama . 10 Rp 10 Rp
0102 2.04 Daerah E?trij:ggmgnt}ﬁfirah yang Balangan Dokumen 447.155.000 Dokumen | 469.512.750
. e Jumlah Dokumen Hasil
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja S . 10 Rp 10 Rp
01102204 01 Sama Dalam Negeri Eaeségrt?S' Kerja Sama Dalam Balangan Dokumen 447.155.000 Dokumen | 469.512.750
Persentase kebijakan di bidang
Perekonomian dan
Pembangunan yang 100% 100%
o1 | 03 EESEI(ROAI\I\IAOMIAN DAN diimplementasikan/diterapkan Bal Rp Rp
PEMBANGUNAN oleh SKPD alangan 3.446.819.350 3.619.160.318
Rata-rata Capaian Kinerja
SKPD dan Unit Kerja garis 100% 100%
koordinasi
Persentase peningkatan
. elaksanaan kebijakan sektor
Kegiatan : Pelaksanaan P : . 0 Rp 0 Rp
01103201 Kebijakan Perekonomian perekonomian yang berhasil Balangan | 100% 1.094.439.500 100% 11 149.161.475

ditindaklanjuti oleh SKPD
terkait (%)




Sub Kegiatan : Koordinasi,
Sinkronisasi, Monitoring dan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,

Rp

Rp

010320101 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Mom_tonng dan Evaluasi Balangan | 4 Dokumen 88.765.000 4 Dokumen 93.203.250
Kebijakan Pengelolaan BUMD
BUMD dan BLUD
dan BLUD
. . Jumlah Laporan Hasil
Sub Kegiatan : Pengendalian ; L Rp Rp
01|03 20102 dan Distribusi Perekonomian Pengendallgn dan Distribusi Balangan | 4 Laporan 440.019.500 4 Laporan 462.020 475
Perekonomian
Sub Kegiatan : Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil
01| 03| 2,01 | 03 | dan Pengawasan Ekonomi Perencanaan dan - Balangan | 1 Dokumen Rp 1 Dokumen Rp
’ . ; Pengawasan Ekonomi Mikro 459.334.000 482.300.700
Mikro kecil :
Kecil
Sub Kegiatan : Koordinasi, f(ljcz?)lrzri]ng;)ikgﬁi?oﬂl?;lsi Rp Rp
0103|201 05 Slnl<_r_on|sa5| dar_l I_Evalua3| dan Evaluasi Kebijakan Balangan | 1 Dokumen 106.321.000 1 Dokumen 111.637.050
Kebijakan Pendirian BUMD -
Pendirian BUMD
Persentase telaahan / arahan
kebijakan yang ditindaklanjuti Balangan 100% 100%
(%)
Kegiatan : Pelaksanaan L Rp Rp
0103 202 Administrasi Pembangunan (Fj’ersentellse temuan monitoring 981.817.000 1.030.907.850
an evaluas program Balangan 100% 100%
pembangunan daerah yang
ditindaklanjuti (%)
Sub Kegiatan : Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Rp Rp
01| 03| 2,02 | 01 | Penyusunan Program Fasilitasi Penyusunan Program Balangan | 4 Dokumen 361.650.000 4 Dokumen 379 732,500
Pembangunan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan : Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Rp Rp
01| 03| 2,02 | 02 | dan Evaluasi Program Pengendalian dan Evaluasi Balangan | 1 Laporan 297 840.000 4 Laporan 939.932 000

Pembangunan

Program Pembangunan




Sub Kegiatan : Pengelolaan

Jumlah Laporan Hasil

; Pengelolaan Evaluasi dan Rp Rp
01| 03| 2,02 | 03 | Evaluasi dan Pelaporan Balangan | 4 Laporan 4 Laporan
Pelaksanaan Pembangunan Pelaporan Pelaksanaan 392.327.000 411.943.350
Pembangunan
Pemanfaatan Sistem Pengadaan 100% 100%
(%)
Kegiatan : Pengelolaan - Rp Rp
01103203 Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Kematangan UKPBJ | Balangan | g, 1.175.358.650 88% 1.234.126.583
level proaktif (%)
Kualifikasi dan Kompetensi 0 0
SDM PBJ (%) 50% 50%
: Jumlah Dokumen Hasil
Sub Kegiatan : Pengelolaan Rp Rp
01|03 203]|01 Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Balangan | 1 Dokumen 398.749.000 1 Dokumen 418.686.450
Barang dan Jasa
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Rp Rp
01|03 20302 Layanan_Pengadaan secara Layanan_Pengadaan Secara Balangan | 1 Dokumen 387 438.750 1 Dokumen 406,810 688
Elektronik Elektronik
Sub Kegiatan : Pembinaan dan | Jumlah Orang yang Mengikuti Rp Rp
01| 03 | 2.03 | 03 | Advokasi Pengadaan Barang Pembinaan dan Advokasi Balangan | 6 Orang 389 170.900 10 Orang 408,629 445
dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
. ) Persentase permasalahan yang
Kegiatan : Pemantauan R Rp Rp
01| 03] 2.04 . berhasil difaslilitasi dan Balangan 100% 100%
Kebijakan Sumber Daya Alam ditindaklanjuti (%) 195.204.200 204.964.410
Jumlah Dokumen Hasil
. ) N Koordinasi, Sinkronisasi,
g?nbklréﬁggndalﬁoé\r/gmz:;’ dan Evaluasi Kebijakan Urusan
- ’ . Pertanian, Pangan, Kehutanan, Rp Rp
01| 03| 2.04 | 01 | Kebijakan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Balangan | 1 Dokumen 40 123.000 1 Dokumen 42 129.150

Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan

Perdagangan, Perindustrian,
KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja




01

03

2.04

02

Sub Kegiatan : Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Jumlah tindak lanjut
rekomendasi hasil
koordinasi,sinkronisasi dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
sektor pertambangan dan
lingkungan hidup pada SKPD
terkait (rekomendasi)

Balangan

1 Dokumen

Rp
93.452.000

Rp

1 Dokumen | 957154 600

01

03

2.04

03

Sub Kegiatan : Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,

dan Evaluasi Kebijakan Urusan
Energi dan Air, Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,
Pertanahan

Balangan

1 Dokumen

Rp
61.629.200

Rp

1 Dokumen |+ "10.660

“Lprgf

AP., M.AP

Pembi

na Utam=Madya (IV/d)

NIP. 19760417 199412 1 001




BABV
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun
Anggaran 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Sekretariat Daerah pada tahun
2023, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi,
semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan
hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang

telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran ASN Sekretariat Daerah Kabupaten
Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan guidance di dalam
melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan
tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha

mewujudkan visi organisasi.

Akhir kata, semoga penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ini dapat dilaksanakan
dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap
aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan sesuai denga
tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka

mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Demikian Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Balangan Tahun Anggran 2023 ini disusun sebagai pedoman bagi
pelaksanaan program/ kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Balangan.

in, Mei 2023

WH.SUtikn . M.AP
Pembina Uta dya (IV/D)
NIP. 19760417 199412 1 001

Renja SETDA 2023
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